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ABSTRAK

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad vyang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, vyang
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakan perkawinan
tidak hanya sebatas terpenuhinya rukun dan syarat dalam
Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi
perkawinan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik agar
perkawinan itu menjadi tidak cacat atau nikahul fasid.
Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam
perkawinan. Dimana untuk melaksanakan perkawinan tidak
boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan itu
adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam
perkawinan, sesuai dengan Pasal 8 huruf a Undang-undang
Perkawinan dan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu
perkawinan yang dilaksanakan juga tidak boleh bertentangan
dengan norma agama, norma susila, dan norma ketertiban yang
berlaku di masyarakat. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 dilakukan pembatalan
perkawinan. Pembatalan ini karena adanya pelaksanaan
perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri
pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Dengan adanya
pembatalan perkawinan ini tentu akan timbul permasalahan.
Dalam tesis 1ini penulis mengangkat permasalahan mengenai
permohonan pembatalan perkawinan dari isteri pertama
terhadap perkawinan poligami suaminya vyang tidak sah
menurut hukum dan Jjuvga mengenai tuntutan sita jaminan atas
harta bersama suaminya dengan isteri keduanya. Untuk dapat
mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan
metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-
normatif, vyaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pembatalan
perkawinan. Untuk mempercleh bahan hukum sekunder
menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh
bahan hukum tersier menggunakan kamus. Berdasarkan
penelitian vyang dilakukan dikatakan bahwa perkawinan
poligami yang dibatalkan karena cacat atau fasid, maka
isteri yang sah dapat menuntut berupa sita jaminan atas
harta bersama dari perkawinan poligami suaminya yang tidak
sah menurut hukum. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung
tersebut tidak sesuvai dengan peraturan yang berlaku dan
Hukum Islam.
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ABSTRACT

Pursuant to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi
Hukum Islam), the Marriage is a wvery strong covenant to
comply the order of god and it constitutes ritual that have
the intention to make the life of household to be sakinah,
mawaddah, warahmah. The marriage not conly must fulfill with
its requirements but also in good faith in order the
marriage is not defective or nikahul fasad. In addition to
the requirements of marriage, there are prohibitions in
marriage that must be considered by anycne who intends to
marry. One of some prohibitions is family relation in
marriage as mentioned in article 8 of Law on Marriage and
article 39 cof the Compilation of Islamic Law {Kompilasi
Hukum Islam}. In addition, the marriage must comply with
norm of religion, moral hazard and public oxder in the
cemmunity. Decision letter of the Supreme Court No.
411K/AG/1998 has cancelled the marriage Due to the second
marriage without consent from the firxrst wife and the
Religion Court (Pengadilan Agama) . Following to the
cancellation of marriage, the problems may arise. Through
this thesis, the writer reveals legal matters regarding the
application of cancellation of marriage £from first wife
related to the polygamy marriage which not valid under the
laws as well as claim of security seizure (sita jaminan; on
common property of her husband with his second wife. 1In
order to find the answer of these matters, the writer uses
the method of research of literature normatively-judicially
by way of research of literature or secondary data. To
obtain primary legal source, the writer uses the laws and
regulations on Marriage and the decision of the Supreme
Court regarding cancellation of marriage. To obtain
secondary legal source, the writer uses literatures. To
obtain tersier legal source, the writer uses dictionary.
Based on the research, it 1is said that polygamy marriage
which cancelled due to defective or fasid, then the wvalig
wife may c¢laim security seizure (sita jaminan) on common
property of polygamy marriage of her husband which not
valid under the 1laws. Therefore, such decision of the
Supreme Court has not complied with the prevailing and
Islamic laws.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang vyang telah mencapai usia dewasa
berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau
keluarga bagi dirinya, karena sejak dilahirkan tiap orang
mempunyai naluri vyang kuat untuk hidup berkawan dengan
lawan jenisnya.’ Sarana untuk mencapai tujuan hidup bersama
ini terdapat dalam 1emba§é perkawinan. Melalui lembaga
perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan
dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagail
makhluk Allah. Melalui @ lembaga perkawinan ini akan
terbentuk suatu keluarga. Dimana keluarga merupakan
komponen terkecil dalam masyarakat, dengan adanya keluarga
tersebut maka suatu komposisi masyarakat akan terbentuk.

Dengan demikian, dapat dikatakan secara sederhana

bahwa keluarga adalah suatu faktor sosial vyang turut

! Scerjono Soeharto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1, {Jakarta:
Rajawali Pres, 19%0), hal 27.
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menentukan baik atau buruknya keadaaan masyarakat tertentu.
Oleh karenma itu untuk membangun Negara yang kuat, adil dan
makmur, perlu dibangun keluarga atau rumah tangga yang kuat
dan bahagia.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari
hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan
dari hidup bersama itu, yaitu mengenai syarat-syarat untuk
peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup
bersama itu.?

Seiring berjalannya waktu dibuatlah peraturan
perundang-undangaa Yyang mengatur mengenail hidup bersama
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui
lembaga perkawinan. Adapun peraturan tersebut dikenal
dengan ﬁndang—undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
atau biasa disebut dengan Undang-undang Perkawinan.

Tujuan dari adanya lembaga perkawinan  tersebut
dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan vyaitu
perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

! R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. 1,
(Bandung: Sumur Bandung, 1974}, hal. 7.
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tujuan membentuk keluarga f{rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hazairin menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Eéntang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik
dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan
agama dan keperxcayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.?®
Artinya walaupun sudah dibentuknya suatu Undang-undang
Perkawinan yang berlaku secara Nasional, tetapi didalam
pelaksanaannya masih tetap menggunakan hukum masing-masing
agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga hukum agama dapat
dikatakan sepbagai  pedoman didalam  wmenentukan — dapat
berlangsungnya suatu perkawinan.

Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar hukum agamanya sendiri, begitupun agama
lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang
Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dJdan kepercayaannya
itu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan arti
perkawinan itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau miitsaagon gholiidhan untuk menaati perintah

1 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, cet. 2, (Jakarta : Tinta Mas, 1986), hal. 1.
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Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengandung arti
bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang
bersifat keperdataan. Melainkan juga suatu peristiwa agama
bagi umat Islam. Bagi vyang telah melaksanakan merupakan
suatu ibadah dan Jjuga sebagai sunnah Allah dan sunnah
Rasul. Sebagaimana dalam surat adz-Dzaariyat (51):

“Dan segala sesuatu Kami cipftakan berpasang-pasangan,
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Selain pengertian perkawinan di atas, perkawinan juga
dapat dilibhat dari tiga segi pandangan yang antara lain:®
1. Perkawinan dilihat dari segi hukum
artinya perkawinan merupakan perjanjian yang sangat
kuat disebut juga dengan miitsaagqon gholiidhan dimana
suatu perkawinan harus dilakukan dengan prosedur akad
nikah dan jika perkawinan tersebut putus dapat
dilakukan talaqg, fasakh, syiqag dan sebagainya;
2. Segi sosial dari suatu perkawinan
dikatakan bahwa orang vyang berkeluarga atau pernah
berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai

daripada mereka yang tidak kawin;

4 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. V, {(Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47 - a8.
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3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Mengatakan upacara perkawinan adalah upacara yang

suci, dimana _para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan berjanji dengan nama Allah.

Dengan demikian walaupun ada beberapa perbedaan
pendapat tentang perumusan perkawinan, tetapi dari semua
rumusan yang telah dikemukakan ada suatu unsur vyang
mempunyai kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu perkawinan
merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-
laki dan seorang wanita. Perjanjian disini merupakan
perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang
laki-laki dengan seorang wanita. Suci disini dilihat dari
segi keagamaannya dari suvatu perkawinan.® Sangatlah jelas
bahwa dengan adanya lembaga perkawinan untuk dapat
menciptakan suatu kehidupan rumah Etangga yang bahagia
secara lahir bathin, saling mencintai dan mengasihi dalam
suka maupun duka, serta melahirkan keturunan yang baik.
Dengan tujuan ini semua, maka akan terciptalah suatu

kehidupan masyarakat yang dinamis, tentram dan damai.

5 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,
cet. II, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 8.
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Berdasarkan pandangan hukum, dengan terjadinya
perkawinan maka akan terjadi suatu hubungan hukum. Dimaksud
yaitu hubungan-hubungan keperdataan yang sangat luas ruang
lingkupnya antara lain meliputi hak kepemilikan, hak waris,
kedudukan anak, dan harta benda baik yang dimiliki sebelum
atau selama perkawinan.

Dalam Burgelijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum
Perdata pada buku kesatu bab enam bagian kesatu Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 mengatur mengenai
harta yang didapat selama perkawinan atau dengan kata lain
telah terjadinya peleburan harta yang dikenal dengan harta
bersama.

Untuk harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan
diatur dalam Pasal 35 ayat 1. Dan dalam ayat (2}
dimungkinkan adanya harta bawaan masing-masing suami dan
atau isteri.

Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 87
ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami dan
isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Sedangkan untuk harta bersama suami isteri tersebut

memiliki hak yang sama atas harta bersama itu. Bila harta
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bersama itu ingin dialihkan kepada pihak lain diperlukan
persetujuan satu sama lain antara suami isteri itu.

Dalam hal perkawinan itu putus baik karena kematian,
perceraian, atau putusan Pengadilan maka untuk
penyelesainnya menggunakan hukum masing-masing sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Maksud
hukum masing-masing disini yaitu menggunakan hukum agama,
hukum adat serta  hukum-hukum lainnya vyang Dberlaku.
Penggunaan hukum-hukum lainnya bisa saja digunakan selama
ketentuan-ketentuan itu belum diatur dalam Undang-undang
Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaanya serta dalam
Kompilasi Hukum Islam.

Untuk melangsungkan perkawinan, para pihak harus
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang
Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi
Hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun perkawinan antara lain
adanya calon suami, calon isteri, wali mnikah, dua orang
saksi, ijab dan Kabul. Sedangkan vang merupakan syarat
perkawinan adalah calon mempelai, wali nikah, saksi nikah,
akad nikah dan mahar. Adapun hal lain mengenai batas-batas

umum minimum untuk melangsungkan perkawinan, dan larangan-
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larangan untuk melakukan perkawinan. Secara sederhana, hal
tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan-pembatasan
perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut apabila
pembaéasan-pembatasan perkawinan tersebut dilanggar maka
dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan yang sudah
berlangsung.

Pembatalan perkawinan ini merupakan salah satu dari
beberapa cara yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan,
selain yang disebabkan dari adanya salah satu pihak vyang
meninggal dunia atau karena perceraian.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut
pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan vyang
dilakukan oleh orang-orang tertentu harus berdasarkan
keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang pada garis besarnya karena alasan:®

1. Pelanggaran cerhadap azas monogami;

2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan didalam kata
sepakat ;

3. Suami atau isterl berada dalam pengampuan;

4, Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang;
§ gudarsonoc, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2005}, hal. 109.
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5. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan

Undang-undang ;

6. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan Pejabat vyang
berwenang menurut Undang-undang;
7. Kerena tidak memenuhi perizinan vyang ditentukan

Undang-undang.

Pembatalan perkawinan ini sangat erat hubungannya
dengan  Nikahul Fasid. Undang-undang Perkawinan dan
Peraturan Pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam tidak
menjelaskan secara tegas adanya lembaga Nikahul Fasid dan
Nikahul Bathil. Melainkan hanya menjelaskan mengenai pasal-
pasal pembatalan perkawinan dan memberikan kewenangan
kepada pihak-pihak tertentu serta Pengadilan Agama untuk
membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu
dianggap tidak sah (no legal force).

Bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan apabila suatu
perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan
vang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, atau
apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui
ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan

kekeliruan atau karena adanya paksaan.
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Oleh sebab itu akan dijelaskan terlebih dahulu arti
kata dari Nihakul Fasid yaitu terdiri dari dua kata, vyaitu
*nikah” dan *“fasid”. Pengertian nikah secara harfiah
sebaéaimana disebutkan dalam Fikih Syafi’i adalah
"berkumpul atau bercampur”.

Menurut para fugaha atau ahli hukum Islam pengertian
nikah itu adalah “ijab Kabul”,” sehingga dengannya
membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan
wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat an-Nisaa ayat 3
yaitu:

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil
terhadap anak vyatim, wmaka kawinilah perempuan-
perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau

empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku
adil, cukup satu orang.”

Sedangkan pengertian Fasid adalah ‘“yang zrusak”,
sebagai lawan dari As Shaleh yang berarti dengan demikian
nikah fasid adalah “pernikahan yang rusak” dan lawannya

adalah nikahul shaleh adalah “peranikahan yang baik~.®

? Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 39.

! abdurrahman al-Jaziri, A&l Fighu Ala Madzhibil Arba‘’ah, Juz IV,
{Beirut: Darul Fikri, 1982), hal. 118, diterjemahkan oleh Abdul Mamnan,

Aneka Masalah Hukum Perdata ZIslam di Indonesia, cet. I, {(Jakarta:
Prenada Media, 2006}, hal. 40.
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Para ahli hukum Islam juga membedakan pengertian Nikah
Fasid dan Nikah Bathil. Adapun yang dimaksud dengan Nikahul
Fasid yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh secrang laki-
laki dengan seorang wanita tetapi tidak memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh syara. Sedangkan Nikahul Bathil
yaitu pernikahan yang dilaksanakan cleh secrang laki-laki
dan seorang wanita tetapi rukun nikah yang ditetapkan syara
tidak terpenuhi.’

Sedangkan menurut Al-Jaziri'® vang dimaksud dengan
Nikah Fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat
sahnya untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan Nikah
Bathil adalah nikah yang tidak memenuhi xrukun nikah yang
telah ditetapkan >leh syara.

Sehingga yang disebut dengan nikah fasid dan nikah
bathil dapat disimpulkan merupakan suatu pernikahan yang
dilakukan oleh para pihak vyang akan atau sudah
melangsungkan perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat-
syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Undang-undang

Perkawinan ataupun kompilasi Hukum Islam.

® Thid., hal. 40.

1 1pbid.
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Menurut perkembangannya kadang suatu perkawinan vyang
sudah atau akan dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat
.perkawinan, tetapi Dbegitu pekawinan itu sudah Dberjalan
beberapa waktu, ternyata diketahui ada cacat secara hukum.
Hal itu bisa disebabkan karena ada kesalahpahaman atau
kebohongan yang dilakukan oleh suami atau isteri, atau bisa
juga karena wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan itu
dilaksanakan karena adanya ancaman atau paksaan, dan lain
sebagainya yang membuat perkawinan iftu harus dibatalkan
secara hukum.

Sehingga vyang dapat diketegorikan sebagai nikah fasid
atau pun nikah bathil, tidak mutlak hanya pada rukun atau
syarat perkawinan vyang tidak Cterpenuhi, tetapi bhisa juga
disebabkan pada hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan
sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
Rukun adalah unsur pokck di dalam melangsungkan perkawinan,
sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam melakukan

perkawinan.!! Xedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur

I Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal.
61.
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vang wajib dipenuhi oleh calon 1laki-laki maupun caleon
wanita ketika akan melangsungkan perkawinan.

Selain dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas adanya lembaga
nikah fasid dan nikah bathil ini, hal tersebut juga tidak
dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dengan demikian
sharehnya tidak ada.

Pada dasarnya dalam syariat Islam hanya ada nikah yang
sah dan nikah vyang bathil saja, tidak ada nikah vyang
letaknya diantara nikah sah dan nikah bathil waitu apa yang
disebut dengan nikah fasid. Menurut Ash Shan’ani meskipun
tidak mengetahui eksistensi dari nikahul fasid ini, tetapi
para ahli hukum Islam yang lain memberikan batasan tentang
nikahul fasid ini, tetapi pembahasannya masih sangat
terbatas.

Sehubungan dengan adanya lembaga nikah fasid ini yang
erat hubungannya dengan pembatalan perkawinan, dalam hal
ini penulis membahas mengenai suatu masalah perkawinan
dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411
K/AG/1998. Dijelaskan bahwa isteri pertama yaitu Nuraini
Binti Cik Oni menggugat untuk dilakukan pembatalan

perkawinan terhadap perkawinan suaminya yang kedua yaitu
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A.T Syamsuddin Bin Talega dengan Dewl Anwar Bay Binti Anwax
Bay sebagai isteri kedua dan juga menggugat Kantor Urusan
Agama Palembang yang telah mengeluarkan Buku Nikah atas
perkawinan A.T Syamsuddin Bin Talega dengan Dewi Anwar Bay
Binti Anwar Bay yang ternyata perkawinan tersebut dilakukan
tanpa persetujuan isteri pertama dan izin Pengadilan Agama.

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal
4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 56 ayat 1 jo
Pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri 1lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak vang bersangkutan. Selain itu Jjuga harus
berdasarkan syarat-syarat vyang ditentukan dalam Pasal 5
ayat 1 Undang-undang Perkawinan.

Selain gugatan pembatalan perkawinan vyang diajukan
oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua dari
suaminya, Jjuga menuntut terhadap harta benda yang diperoleh
dan dikuasai selama perkawinan kedua suaminya dengan isteri
keduanya. Karena dianggap bahwa seluruh harta benda dalam
perkawinan tersebut berasal dari harta suaminya sebelum

perkawinan itu dilakukan.
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Berdasarkan penjelasan dari kasus di atas, bahwa
pelaksanaan akad perkawinan vyang tidak sesuai dengan
syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau
apabila perkawinan vyvang sudah dilaksanakan itu diketahui
ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan
kekeliruan atau karena ada paksaan seperti dijelaskan dalam
Pasal 22 sampai 28 Undang-undang Perkawinan dan dalam Pasal
70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam tentang
pembatalan perkawinan adalah tidak sah perkawinannya,
bahkan dipandang sebagai perbuatan vyang melanggar hukum
vang wajib dicegah oleh siapa pun yang merasa dirugikan
atau mengetahuinya.

Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk
perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah fasid
maupun vyang bersifat nikah bathil, baik sebelum terjadi
persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar
tidak terjadi wathi’ syubhat antara suami isteri vyang
melangsungkan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika
diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hukum. Kepada
suami isteri tersebut dilarang berkumpul terlebih dahulu
sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh

pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.
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Meskipun telah ada Undang-undang Perkawinan namun
dalam kenyataan sehari-hari, pembatalan terhadap suatu
perkawinan vyang telah berlangsung masih sering terjadi
karena masih banyak pihak-pihak vyang telah wmelakukan
pelanggaran mengenai  syarat-syarat dan rukun sahnya
perkawinan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya atau
kurang memahami benar arti suatu perkawinan atau bisa saja
memang sengaja dilanggar. Pelanggaran/tidak dipenuhinya
syarat-syarat perkawinan akan menyebabkan perkawinan
tersebut tidak sempurna dan dengan keadaan seperti ini
dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu

untuk melakukan pembatalan perkawinan.

B. POKOK PERMASALAHAN

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai
berikut:

1. Apakah perkawinan antara suami dengan isteri kedua
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 411 K/AG/1998 dapat dikategorikan sebagai nikah

fasid sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan

pembatalan perkawinan?
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2. Jika ternyata perkawinan tersebut dibatalkan oleh
Pengadilan, apakah isteri dari perkawinan perxtama
dapat mwenuntut terhadap harta benda yang merupakan
harta bersama suaminya dengan isteri kedua (terhadap
kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

411 K/AG/1998)7

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat
yuridis normatif.

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian
evaluatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memnberikan
penilaian atas kegiatan atau program yang telah
dilaksanakan vyang berkaitan dengan problematika nikahul
fasid dan hubungannya dengan pembatalan nikah yang diajukan
ocleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya
yang tidak sah menmurut hukum.

Tehnik memperoleh data vyang diperoleh berdasarkan
penelitian kepustakaan yaitu merupakan penelitian vyang
berguna untuk menambah pengetahuan guna menemukan teori,

yang dilakukan mencari data dengan menggunakan literatur
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berupa buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan
dengan masalah perkawinan.

Sumber data vyang digunakan adalah data sekunder
dengan melihat kekuatan mengikatnya vyaitu sumber primer
dimana data vyang diperoleh dJdari Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya, Kompilasi
Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
411K/AG/1998, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sumber
sekunder antara lain perpustakaan Fakultas Hukum
Universitag Indonesia, buku-buku vyang berkaitan dengan
masalah perkawinan dan keluarga di Indonesia, tinjauan
undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perxkawinan dan
Peraturgn Pelaksananya, tesis, serta sumber tersier antara
lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia vyang bekaitan
dengan judul tesis ini dan pokck permasalahan yang telah
penulis sebutkan dalam uraian sebelumnya

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan
metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dalam
menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami
perilaku manusia dari sudut pandang sendiri, pengumpulan
data menggunakan pedoman studi dokumen, dengan demikian

menghasilkan data evaluatif analisis,
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D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai uraian dari materi tesis agar selalu terarah
sehingga diharapkan akan dapat lebih mudah dipahami, vyang
terdiri dari tiga bab, yaitu:
BAB T :  PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara jelas dan singkat

mengenai hal yang melatar belakangi

permasalalahan yang menjadi dasar pembahasan

Lesis ini kemudian mengenai pokok

permasalahan, metode penelitian dan

sistematika penulisan.
BAB IT : PRCBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA

DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis

Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 411 K/AG/1998)

A. Dasar teori mengenai pengertian
perkawinan, hukum pexrkawinan, tujuan
perkawinan, xukun dan syarat perkawinan,
larangan perkawinan, pencegahan
perkawinan, harta benda dalam perkawinan,

akibat hukum dari perkawinan.
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B. Pengertian Nikahul Fasid, pengertian
pembatalan perkawinan, para pihak vyang
dapat mengajukan pembatalan perkawinan,
alasan-alasan pembatalan Perkawinan,
akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

C. Deskripsi kasus serta dilanjutkan
analisis hukum putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 411K/AG/1998
tentang perkara pembatalan perkawinan
vang diajukan oleh isteri pertama
terhadap perkawinan suaminya dengan
isteri kedua yang tidak sah menurut
hukum.

BAB TIII : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari apa vyang telah

dibahas didalam penelitian serta memberikan

saran yang mungkin berguna bagi para pihak

yvang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB IT

PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN

PEMBATALAN PERKAWINAN

A, TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam disebut dengan “pernikahan”.
Kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut
istilah  bahasa Indonesia adalah “perkawinan.” Dewasa ini
kerap dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada
prinsipnya antara perkawinan dengan pernikahan hanya
berbeda didalam menarik akar kata saja.’

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa
pernikahan atau rerkawinan adalah akad yang bersifat luhur
dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab
sahnya status sebagal suami isteri dan dihalalkannya suatu

hubungan kelamin.

! sudarsono, op. cit., hal. 36.
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Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan
diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan.
Hal ini mengandung pengertian bahwa:

a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki
dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau
antara perempuan.

b. Islam menetapkan ketentuan perempuan vyang dapat
dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membeptuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang
perlu diperhatikan:

Pertama, digunakannya kata ‘“seorang pria dengan
secrang wanita” mengandung artci bahwa perkawinan itu
hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak
perkawinan sesama jenis, vyang justru dibeberapa negara
Barat perkawinan tersebut Jjustru dilegalkan. Pasal 3

Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita
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hanya boleh memiliki secrang suami, begitupun sebaliknya
seorang suami hanya boleh memiliki seorang wanita.

Kedua, digunakannya ungkapan “sebagal suami isteri”
mengandung arti perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis
kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan-hanya
dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, yang melarang adanya perkawinan yang temporal atau
sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut‘ah
dan perkawinan tahlil,

Keempat, disebutkan berdasarkan Xetuhanan Yang Maha
Esa menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalzh
peristiwa agama dan dilakukan wuntuk memenuhi perintah

agama .

2. Hukum Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaanya serta Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan
dari adanya hukum perkawinan secara hukum Islam. Tetapi
hanya wmenjelaskan arti perkawinan dan tujuan dari

perkawinan itu.
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Oleh karena itu akan dibahas terlebih dahulu dari
hukum -perkawinan itu sendiri. Dengan melihat hakikat
perkawinan yang membolehkan laki-laki dan perempuan
melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka
dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah
boleh atau mubah.?

Tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal
perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian dapat
dikatakan, bahwa melangsungkan akad perkawinan adalah
perintah agama dan dengan telah berlangsungnya akad
perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan
menjadi mubakh.

Namun sifat dari perkawinan itu sebagai sunnah Allah
dan sunnah Raéul. Artinya meskipun melakukan perkawinan itu
adalah anjuran dari Allah dan juga oleh Nabi, Etetapi di
dalam al-Quran dan sunnah Rasul tidak dijelaskan adanya
paksaan atau kewajiban terhadap seseorang untuk melakukan
perkawinan. Sebagaimana dalam surat an-Nur (32):

“Dan kawinkanlah orang-crang yang sendirian di antara

kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin} di

antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan.’

! amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. I,
{(Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 43.
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Namun dengan adanya perintah agama untuk melakukan
perkawinan guna lebih untuk menutup mata pada penglihatan
vyang tidak baik. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan
diri dari- segala fitnah dan dosa serta menjaga hawa nafsu
vang tidak baik.

Ulama Syafi’iyah’® secara rinci menyatakan hukum
perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu,
sebagal berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk
kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah
mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan;

D. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin,
belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan
untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah
mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun
fisiknya mengalami cacat, seperti impotent,
berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik
lainya. Lain itu bisa juga karena ingin berbuat curang
dalam melakukan perkawinannya;

c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin,

berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan

' rhid,. hal. 45-46.
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untuk kawin, dan ia takut akan terjerumus berbuat zina
kalau ia tidak kawin;

d. Haram bagli orang-orang Yyang tidak dapat memenuhi
ketentuan syara untuk melakukan perkawinan atau ia
yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara,
atau ila meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak

kehidupan pasangannya.

3. Tujuan Perkawinan

Dengan adanya lembaga Perkawinan maka tujuan dari
perkawinan itu adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta kekal abadi
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat dikatzkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu
perjanjian yang sangat sakrxal dan suci sifatnya. ©Oleh
karena itu sebaiknya suatu perkawinan itu harus berlangsung
geumur hidup dan tidak Dboleh diputuskan begitu saja,
kalaupun perkawinan itu harus putus sgelain yang disebabkan
karena kematian, maka sebaiknya dilakukan dengan suatu
alasan vyang sangat Jjelas dan juga harus ditetapkan

berdasakan putusan Pengadilan.
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Selain itu tujuan lain dari adanya perkawinan adalah
untuk melahirkan keturunan vang sah. Dimana sebuah
keluarga itu akan terasa lebih lengkap jika adanya seorang
anak. Dengan adanya secrang anak setidaknya dapat menjaga
keutuhan sebuah rumah tangga. Sehingga pasangan suami
istexi itu tidak merasa kesepian didalam menjalankan
kehidupannya. selain itu fungsi dari adanya anak untuk
meneruskan apa yang telah dijalankan atau diberikan oleh
orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal.

Rumusan tujuan perkawinan menurut Undang-undang
Perkawinan dan KXompilasi Hukum Islam, dapat diperinci
sebagai berikut:

a. Adanya perkawinan vang kekali dan abadi;

b. Undang-undang tidak menghendaki adanya perceraian
antara suami isteri;

c. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang
sudah cukup umur untuk menikah, dan melarang
terjadinya perkawinan bagi mereka yang masih dibawah
umur ;

d. Pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogami,

namun dalam hal ini monogami terbuka;
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e. Perkawinan yang dilaksanankan seharusnya berdasarkan
hukum agama yang dianutnya dan juga berdasarkan hukum
Negara yang hkerlaku;

f. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan
hajat tabiat manusia;

g. Guna mempercleh keturunan yang sah;

h. Mewujudkan kehidupan rumah tangga vyang sakinah,
mawadah dan rahmah, serta mencegah melakukan perbuatan

keji dan munkar.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mengenai  syarat-syarat perkawinan diatur didalam
Undang—undapg Perkawinan baik vyang menyangkut orangnya,
kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan
mekanismenya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 6
sampal dengan Pasal 11 Undang-undang perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan itu mutlak harus dipenuhi,
apabila tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut menjadi

tidak sah.
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Syarat-syarat perkawinan menuxut Undang-undang
Perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:®

a. Syarat Materiil

i

Yaitu syarat yang mengenal atau berkaitan dengan diri
pribadi sesecrang yang akan melangsungkan perkawinan yang
harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun
syarat materiil ini terbagi atas:

1. Syarat Materiil Umum/Bbsolute
yvaitu syarat mengenai diri pribadi seseorang yang
harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Karena
bila tidak terpenuhinya syarat-syarat materil umum
ini, maka calon suami isteri tersebut tidak dapat
melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum terdiri
atas:

a). Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau
ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan. Artinya kedua calon suami isteri

tersebut sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu

' Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan

dan Keluarga di Indonesia, cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 21.
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perkawinan tanpa paksaan guna membentuk keluarga
bahagia dan kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia.
Tetapi bagi orang yang terganggu kesehatan akalnya,
dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan

yang sah.

b). Syarat Usia/Umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa
bagi Pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita
sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedangkan dalam Pasal 7
ayat (2) diatur tentang'kemungkinan penyimpangan batas
umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi
dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua
orang tua calon mempelai.

Maksud dari adanya pembatasan minimal usia/umur
ini guna menjaga kesehatan Suami isteri dan
keturunannya serta mencegah terjadinya perceraian
diusia dini. Selain itu juga didasarkén pada
kematangan rohani atau kejiwaan, kematangan jasmani,
gsehingga diharapkan bagi calon pria dan calon wanita

pada batas wusia tersebut mampu memahami konsekuensi
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" dilangsungkannya perkawinan dan mempunyal tanggung
jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia dan
mampu  bersgsialisasi deﬁgan baik di Ilingkungan
masyarakat.

Disamping 1itu perkawinan mempunyai  hubungan
dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas
umur/usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk
kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan batas umur vyang lebih

tinggi.®

¢) . Tidak dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa
seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan
orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal
yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayvat (2) dan Pasal 4
Undang-undang Perkawinan.

Pasal 3 ayat {2) Undang-undang Perkawinan
menyebutkan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin

kepada seorang suami untuk beristeri 1lebih dari

5 Ibid., hal. 24.
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seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak vyang
bersangkutan.

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-
undang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami
vang dianut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan, yang menentukan bahwa pada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya bcleh wmempunyai
seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. Tetapi walaupun menganut asas monogami,
diberikan suatu kelonggaran kepada suami untuk dJdapat
berpoligami dengan persyaratan telah memenuhi alasan-
alasan yang telah ditetapkan dalam pasal 4 dan 5
Undang-undang Perkawinan.

Dengan adanya kelonggaran dalam Undang-undang
Perkawinan dalam berpoligami, maka hal itu sering kali
disalah pergunakan dan dibuat sebagai alasan bagi
suamai untuk menikah kembali. Narmun di dalam
kenyataannya tidak ada satu pun seorang isteri yang
mau dirinya di madu atau dipoligami oleh suaminya.
Oleh karena itu bagi suami yang tidak mendapatkan
persetuijuan dari isterinya baik itu persetujuan secara

lisan maupun tertulis, seringkali suami tersebut
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melakukan perxrnikahan secara @ siri dengan isteri
keduanya atau seterusnya, yang pastinya tanpa

sepengetahuan dari isteri pertamanya.

d) . Berlakunya Waktu Tunggu
Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

menentukan, bahwa seorang wanita yang putus
perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Maksudnya
adalah dengan adanya jangka waktu tunggu ini bagi
wanita yang sedang hamil tidak terjadi percampuran
benih guna menghindari kesulitan dalam wmenentukan
siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

Adapun pengaturan mengenai Jjangka waktu tunggu
ini dijelaskan dalam Pasal 3% Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 197%, yaitu:

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagal dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan
ditentukan sebagai berikut:

(a) Jika perkawinan putus karena kematian, maka

jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak

tanggal kematian suaminya;
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2)

3)

(bi Jika perkawinan putus Kkarena perceraian,
jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan
Pengadilan  berkekuatan tetap. Hal ini
tergantung pada:

(1) waktu tunggu bagi yang masih datang
bulan ditetapkan 3 (tiga} kali suci
dengan sekurang-kuranganya 90 hari;

{2) waktu tunggu yang sudah datang bulan
ditetapkan 90 hari;

{(3) BApabila perkawinan putus sedang janda
dalam keadaan  hamil, waktu tunggu

ditetapkan sampai melahirkan.

‘Tidak ada waktu tunggu bagi Jjanda yang putus

perkawinan karena perceraian yang belum pernah
terjadi hubungan suami ister:i.

Bagl perkawinan vyang putus karena perceraian,
tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, sedangkan bagi perkawinan vyang putus
karena kematian tenggang waktu dihitung sejak

kematian tersebut.
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Syarat Materiil Khusus/Relatif
vaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus

dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan

tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu, dalam
hal ini berkaitan dengan izin kawin dan larangan-
larangan terxtentu untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun syara%t materiil khusus ini terdiri atas:

a). 1Izin untuk Melangsungkan Perkawinan, sebagaimana

dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-undang

Perkawinan menentukan bahwa:

(1} Pexrkawinan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai;

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus
mendapa® izin orang tua;

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua
telah meningal dunia atau dalam Kkeadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka orang tua yang
hidup terlama harus menyatakan kehendaknya;

{(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

diperoleh dari wali atau keluarga dari garis
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(5)

(6)

b).

untuk

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup
dan dapat menyatakan kehendaknya;

Palam hal ada perbedaan pendapat antara orang-
orang vang disebut dalam ayabt (2), (3} dan (4)
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal
orang Yyang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberi izin
setelah lebih dahulu mendengaxr orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan {4) pasal ini;
Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat
(5} pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-
masing agamanya dan Kkepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan-larangan Tertentu untuk Melangsungkan
Perkawinan
ada beberapa kategori orang-orang yang dilarang

melakukan perkawinan sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan, diantaranya
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(1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat
antara calon suami isteri:

{a) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas
maupun ke bawah;

(b) Hubungan darah menyamping vyaitu antara
saudara-saudara orang tua;

(2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda:

{a} Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan
bapak tiri/ibu tiri;

{b) Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai
bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal
seorang suami beristeri lebih dari seorang.

{3) Yang mempunyai hubungan sepersusuan:
Undang-undang Perkawinan menentukan larangan
perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan
sepersusuan, yaitu antara seorang ibu susuan,
anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan
paman susuan.

(4} Berdasarkan larangan agama atau peraturan 1lain
yang berlaku:
Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya

atau peraturan lain dilarang. Dalam hal 1ini
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misalnya perkawinan yang dilakukan oleh calon
suami atau calon isteri yang berbeda agama atau
perkawinan yang antara sejenis.

(5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami
isteri:
Dalam hal ini Jlarangan perkawinan bagi mereka
vang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan
mereka ketiga kalinya antara sesama mereka
(sepanjang hukum agama/kepercayaan dari orang
vang bersangkutan tidak menentukan lain).
Dalam hukum Islam memberikan kesempatan untuk
kawin kembali setelah talag vyang kedua vyaitu
perkawinan vyang ketiga kalinya. Bahkan setelah
perceraian dengan talag tiga masih dimungkinkan
untuk kawin lagi asalkan terlebih dahulu wanita

itu menikah dengan laki-laki lain.

b, Syarat Formil
Yaitu syarat vyang berkaitan dengan tata cara
pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun

syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.
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Mengenai tata cara perkawinan ini diatur secara lebih

detail ada dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975.

Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain

ialah:

1)

Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya

Perkawinan, Meliputi:

a}

b)

c)

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan
kepada Pegawai bPencatat Perkawinan dimana
perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat
{1} Perxraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan
akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh calon
mempelal atau orang tuanya atau walinya.
Pemberitahuan ini bisa dilakukan baik secara
lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975). Tetapi apabila oleh karena
sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak
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d)

e)

mungkin  dilakukan, maka pemberitahuan dapat

dilakukan secara tertulis brdasarkan surat kuasa

khusus dari calon mempelai.

Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan

sekurang-kurangnya:

(1) nama;

(2) umux/usia;

(3) agama/kepercayaan;

(4) pekerjaan;

(5} tempat kediaman calon mempelai;

(6) apabila salah seorang atau keduanya pernah
menikah harus disebutkan nama isteri atau
suami dari perkawinan terdahulu.

Jika ada alasan penting dapat dilakukan

penyimpangan mengenail jangka waktu pemberitahuan

pelangsungan perkawinan, pengecualian mana
diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala

Daerah {(pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975).
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2) Penelitian

Pegawali Pencatat Perkawinan yang menerima kehendak
melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi atau
belum. Selain itu juga ditelitil apakah terdapat halangan
perkawinan bagi calon suami isteri untuk melangsungkan
perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Neomor 9 tahun 1975.

Pegawal Pencatat Perkawinan juga wmeneliti dari akta
kelahiran atau surat tanda kenal 1lahir dari para calon
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika akta
kelahiran atau surat tanda kenal lahir itu tidak ada, maka
dipergunkana surat keterangan Kepala Desa atau yang
setingkat dengan itu.

Harus diteliti apakah ada izin yang dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), (3}, (4) dan (5} Undang-undang Perkawinan
telah dipenuhi serta dispensasi dalam hal calon mempelai
itu belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang
ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan,
surat kematian atau surat perceraian dari suami atau isteri
terdahulu, apabila perkawinannya itu merupakan perkawinan

yang kedua, ketiga kalinya dan seterusnya.
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Dalam hal calon mempelai adalah anggota bersenjata
ataupun Pegawal Negeri S8ipil, juga harus diteliti izin dari
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Hankam/Pangab/Pengadilan

sekalipun.

3) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan o©leh Pegawai
Pencatat Perkawinan, maka hasil dari penelitian itu di
tuliskan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila
ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan
atau Peraturan Pemerintah vyang tidak terpenuhi, maka hal
itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau
kepada orang tuanya atau walinya, sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor S tahun

1975) .

4) Pengumumam

Bilamana syarat-syarat dan tata cata untuk
melangsungkan perkawinan telah terpenuhi, maka Pegawail
Pencatat Perkawinan mengumumkan tentang pemberitahuan

kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.
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Tujuan diselenggarakannya pengumuman dalam Pasal 8 dan
9 Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1975 adalah untuk
memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu mengetahui
akan dilangsungkan perkawinan tersebut, dan apabila ada
alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhl rukun dan
syarat perkawinan, maka dapat dilakukan pencegahan
pelangsungan perkawinan Ltersebut. Pengumuman juga untuk
mencegah terjadinya perkawinan vyang dilakukan secara
tergesa-gesa.

Terhadap pengumuman perkawinan ini dapat dilakukan di
kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi
wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau di tempat

kediaman masing-masing calon mempelai.

5) Pelangsungan Perkawinan

Mengenai pelangsungan perkawinan ini diatur dalam
Pasal 10 ayat (1}, {(2), (3} Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 197%. Pasal tersebut secara garis besar menentukan
bahwa Perxkawinan baru dapat dilaksanakan setelah 10
{sepuluh) hari dilakukan pengumuman.

Pelangsungan perkawinan dilakukan sesuai dengan

ketentuan agama dan Kkepercayaan yang dianut oleh calon
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suami isteri. Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Perkawinan
menentukan bahwa Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan
sesuail dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat
Perkawinan, dengan dihadiri oleh 2 {dua) orang saksi.
Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum,
dan cleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan
itu bukan hanya kedua orang saksi saja. Kedua orang saksi
itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran
dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka
di isyaratkan dalam akta perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan secara terbuka dan umum
dengan maksud untuk:®
a) Memberikan kepastian tentang Ctelah dilangsungkannya

perkawinan, sehingga bagi suami isteri ada kepastian

hukum telah dilangsungkannya perkawinan tersebuk;

b) Mencegah perkawinan gelap, vyang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi;

c) Mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara

tergesa-gesa;

¢ Ibid., hal 51.
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d) Memberikan suasana hikmat atau sakral terhadap
pelangsungan perkawinan;

e) Untuk menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak
bertindak serampangan di dalam melakukan perkawinan

bagi kedua mempelai.

6) Penanda Tanganan Akta Perkawinan

Penanda tanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11
ayat (1), (2} dan (3} Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun
1975. Penanda tanganan akta dilakukan segera sesaat
perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara urutan, yaitu
ditanda tangani oleh kedua calon mempelai, kemudian para
saksi, dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi calon mempelai
vang beragama Igslam akta perkawinan ditanda tangani pula
oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penanda
tanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah
tercatat.

Maksud dari penanda tanganan akta perkawinan ini
adalah untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah
sah baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara.

Menurut Hukum Islam untuk dapat melangsungkan

perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
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Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan,
artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka
tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah menurut Pasal

14 Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. calon mempelai laki-laki dan perempuan;
b. wali bagi calon mempelail perempuan;
c. saksi;

d. ijab dan Kabul.

Selain itu agar perkawinan itu sah menurut hukum Islam
harusiah memenuhi syarat-syarat dibawah ini, antara lain:
a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan
perkawinan daiam al-Quran yang termuat dalam surat al-
Bagarah (2) ayat (221} tentang larangan perkawinan karena
perbedaan agama, surat an-Nissa (4) ayat (22), (23) dan
(24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah,

semenda dan saudara sesusuart.

b. Syarat Khusus
1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
Mengenai calon suami dan calon isteri diatur

dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal
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2)

3)

ini diatur batas umur seseorang untuk dapat
menikah. Dan ketentuan dalam pasal ini juga sama
seperti Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yaitu
laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia
16 tahun. Sedangkan untuk calon mempelai yang
belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari
orang tua, wali serta Pengadilan;

Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon
mempelai. Adapun bentuk persetujuan calon
mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas
dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak
ada penolakan Etegas, dalam Pasal 16 dan 17
Kompilasi Hukum Islam;

Adanya wali nikah

Dikatakan bahwa vyang dapat bertindak sebagai
wali nikah ialah secrang laki-laki yang wmemenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, agil, dan baliqg.
Sedangkan macam-macam wali nikah itu diatur dalam
Pasal 20 dan 21 kompilasi Hukum Islam, antara

lain:
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a)

b)

Wali nasab terdiri dari anggota keluarga
laki-laki calon mempelal  perempuan yang
memiliki hubungan darah dengan calon mempelai
perempuan seperti bapak, kakek, saudara laki-
laki bapak dan keturunannya yang laki-laki,
saudara laki-lakinya sendiri dan keturunannya
yang laki-laki serta saudara laki-laki
kandung kakek serta keturunannya vyang laki-
laki. Namun dalam Pasal 22 Xompilasi Hukum
Islam menjelaskan apabila wali nikah vyang

paling berhak, urutannya tidak memenuhi

syarat sebagai wali nikah atau oleh Kkarena

wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna
rungu atau sudah udzhur, maka hak menjadi
wali nikah bergeser kepada wali nikah yang
lain menurut urutan derajatnya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah apabila wali nasab tidak ada lagi atau
tidak mungkin menghadirkannya. Wali hakim ini
bertindak  berdasarkan  putusan Pengadilan
Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 23

Kompilasi Hukum Islam.
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4)

5)

Saksi

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan wajib ada
dua orang saksi dalam Pasal 24, 25 dan 26
Kompilasi Hukum Islam syarat saksi adalah laki-
laki muslim, akil balig, adil, tidak terganggu
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi ini
harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad
nikah dan menandatangani akta nikah pada saat
berlangsungnya perkawinan.

Mahar

Katentuan mengenai mahar ini diatur dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

~mempelai wanita, yang wana jumlah, bentuk, dan

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Walaupun pemberian  mahar ini wajib  untuk
diserahkan, tetapi bukan merupakan rukun dalam
perkawinan, artinya kelalaian menyebut jenis dan
jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya
perkawinan. Biasanya diberikan pada waktu akad

nikah dilangsungkan.
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6) Ijab dan kabul

Ijab adalah penegasan kehendak mengikatkan diri
dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak
perempuan ditujukan kepada laki-laki yang menjadi
calon suami.

Sedangkan Kabul adalah jawaban penegasan yang
dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atas
kesanggupannya untuk bertanggung Jjawab sebagai

suami dari calon mempelai wanita.

5. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan
syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah.
Karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu
perkawinan itu telah cterlepas dari segala hal vyang
menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan
larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-
orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini
adalah perempuan-perempuan mana saja Yyang tidak boleh
dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki

mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.
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Adapun vyang wmengatur mengenai larangan perkawinan ini
terdapat dalam Pasal 8, 2, 10 Undang-undang Perkawinan dan
Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam dan

Dalam hukum Islam larangan perkawinan ini ada 2 {dua},
yaitu:’

Pertama, larangan perkawinan vang berlaku haram untuk
selamanya. Dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan
apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan
perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram
muabbad.

Orang-orang yang termasuk golongan mahram muabbad ini
ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Digsebabkan Karena Adanya Hubungan Kekerabatan/Nasab

Adapun perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh
seorang laki-laki karena adanya hubungan kekerabatan atau
nasab, seperti dijelaskan dalam Pasal 39 avyat (1} dan (2)

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-undang Perkawinan,

yaitu:
1} Ibu, nenek dan seterusnya garis lurus keatas;
2) Anak perempuan dan turunannya yang perempuan sampai

garis lurus kebawah;

? §yarifuddin, op. cit., hal. 110.
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1=

5)

Saudara kandung perempuan, baik seayah maupun seibu
sgmpai garis lurus keatas;

Saudara kandung perempuan ayah atau ibu, dan
seterusnya sampal garis lurus keatas;

Anak perempuan dari saudara kandung seayah atau seibu
sampal garis lurus kebawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk

selamanya karena adanya hubungan kekerabatan dengan laki-

laki dibawah ini:

1)

2)

3}

1)

5}

&)

Ayah, kakek dari ayah maupun ibu dan seterusnya
keatas;

Cucu kandung laki-laki baik dari anak laki-laki maupun
dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;

Saudara laki-laki kandung, baik seayah atau seibu;
Saudara laki-laki kandung ayah atau pun ibu dan
seterusnya keatas;

Anak laki-laki dari saudara kandung 1laki-laki baik
seayah maupun seibu dan seterusnya kebawah;

Anak laki-laki dari saudara kandung perempuan baik

seayah mapun seibu dan seterusnya kebawah.
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b. Larangan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Perkawinan

yang disebut Dengan Hubungan Mushaharah/Semenda

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan
seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-
laki dengan kerabat perempuan begitu pun sebaliknya.
Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan mushaharah.®
Dengan adanya hubungan mushaharah ini timbulah larangan
perkawinan.

Adapun yang termasuk dari hubungan mushaharah ini,

antara lain:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri;

2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau
menanbtuy;

3) Ibu Isteri atau mertua;

4) Anak dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah
digauli.

Adapun ketentuan diatas mengenai perempuan-perempuan
yang haram untuk dikawinkan telah dijelaskan dalam surat
an-Nisa ayat 22 dan 23, yaitu:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang

telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali vyang sudah
berlalu..

® syarifuddin, op. cit., hal. 112.
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. dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu
dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuvhanmu dari
isteri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum
menggaulinya, cidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu
mengawini isteri-isteri dari anak-anakmu..”

c. Karena Hubungan Sepersusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan,
maka air susu perxempuan itu menjadi darah daging dan
pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan
itu telah seperti ibunya. ©Oleh karena 1itu terjadilah
hubungan secara bathin antara seorang ibu yang menyusui
anaknya.

Menurut Pasal 39 ayat (3) Xompilasi Hukum Islam jo
Pasal 8 huruf {d) Undang-undang Perkawinan, yang
menjelaskan laraﬁgan perkawinan karena adanya hubungan
sesusuan, antara lain:

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis
lurus ke atas;

2) Dengan secorang wanita sesusuan dan seterusnya garis
lurus ke bawah;

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan
sesusuan ke bawah;

4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi

gesusuan ke atas;
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5) Dengan anak yang disusui isterinya dan keturunannya.
Larangan perkawinan, baik yang disebabkan hubungan
kekerabatan, hubungan perkawingn {mushaharah) maupun
hubungan sepersusuan menurut para ulama hukum Islam telah
dikategorikan perkawinan yang haram untuk selamanya. Namun
ada pendapat ulama lain mengatakan bahwa® ada 2 (dua) hal
vang tidak disepakati perkawinan itu haram selamanya,
antara lain:
(a) Isteri yang putus perkawinan karena 1i‘an
Dengan berlangsungnya proses 1li‘an antara suami
isteri, terjadilah perpisahan untuk selamanya antara
suami isteri tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam. Namun ada pendapat
lain dari ulama Abu Hanifah'® memberikan kemungkinan
bagi suami isteri vyang telah melakukan 1i‘an dapat

menikah kembali dengan mencabut sumpah 1i‘an-nya.

(b) Perempuan yang dikawini waktu iddah
Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang

menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah

* Syarifuddin, op. cit., hal. 122-123.

¥ gyarifuddin, op. cit.
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haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-

laki selain suami yang menceraikannya. Bila ada yang

melanggar ketentuan ini maka perkawinan yang baru itu
harus dibatalkan.

Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara.
Artinya larangan itu hanya berlaku dalam keadaan dan waktu
tertentu. Dan bila keadaan dan waktu tertentu itu telah
berubah, maka tidak lagi menjadi haram perkawinannya.
Maksudnya larangan 1ini pada dasarnya bersifat relatif
artinya perkawinan itu menjadi haram hukumnya karena masih
bertentangan dengan norma-norma yvang berlaku dimasyarakat
seperti norma agama dan norma susila, tetapi bila sesuatu
hal vyang sebelumnya dilarang atau diharamkan kemudian
akhirnya menjadi mubah atau halal, maka perkawinan tersebut
menjadi tidak haram. Larangan ini disebut mahram muaggat.

Adapun yang Ltermasuk kategori dari mahram muaggat itu
adalah:

a. Mengawini Dua Orang Saudara Dalam Satu Masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua
orang perempuan dalam masa yang sama dalam Undang-undang
Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Bila seorang laki-

laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang
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sama laki-laki itu tidak boleh mengawini saudara dari
perempuan itu. Artinya bila dua orang bersaudara kandung
dikawini dalam waktu vyang bersamaan, maka akan merusak
hubungan silahturahmi antara kedua saudara kanduﬁg itu. Dan
hukum perkawinannya adalah haram untuk dilakukan.

Namun ada pengecualiannya yaitu bila isterinya itu
telah diceraikan atau meninggal, maka diperbolehkan 1laki-

laki itu mengawini adik dari isterinya.

b. Poligami di Luar Batas

Walaupun dalam Hukum Islam dJiperbolehkan memiliki
isteri lebih dari 1 (satu}, namun kebolehan itu tidaklah
secara mutlak. Karena Undang-undang Perkawinan dalam Pasal
4 (2} dan Pasal 5 (1) memberikan batasan-batasan tertentu
untuk dapat berpoligami bagi seorang suami. Dimana dengan
adanya batasan-batasan ini agar seorang suami tidak dapat
dengan mudahnya kawin dengan siapa saja dan kapan saja.

sehingga dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam
memberikan batasan terhadap Jjumlah isteri yang dapat
dimiliki dalam satu tali perkawinan yaitu maksimum adalah 4

(empat} orang isteri. Artinya diperbolehkan seorang suami
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memiliki isteri 1lebih dari 1 (satu), asalkan bisa berlaku

adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

C. Larangan kar=na Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan
haram untuk dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang
sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik
dalam ucapan terus terang maupun dalam sindiran meskipun
dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa
iddahnya.

Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau
belum dicerai oleh suaminya. Tetapi bila suaminya telah
meninggal dan masa iddahnya telah habis, maka bolehlah
perempuan itu dikawini.

Hal 1ini sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan
maupun dalam al-Quran dan Hadits sekalipun bkahwa tidak
diperbolehkan seorang perempuan untuk memiliki suami lebih
dari 1 (satu) orang atau disebut dengan poliandri. Karena
bila hal tersebut diperbolehkan, dan ketika perempuan
tersebut hamil, maka akan sulit menentukan siapa ayah dari
anak yang sedang dikandungnya. Lain halnya dengan seorang

laki-laki, diperbolehkan memiliki isteri 1lebih dari 1
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(satu), karena hal sebagaimana disebutkan di atas tidak

akan mungkin terjadi.

d. Larangan karena Talaq Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan
3 (tiga) kali talag, baik sekaligus maupun bertahap, bagi
mantan suaminya haram untuk wmengawininya kembali. Oleh
karena itu bila mantan suaminya tersebut ingin mengawini
kembali mantan isterinya yang telah di talagnya itu, maka
dengan ketentuan mantan isterinya itu harus menikah dulu
dengan laki-laki lain dan telah hidup layaknya sebagai
suami isteri. Namun apabila mantan isterinya itu bercerai
kembali dengan suami barunya, maka bila masa iddahnya telah
habis diperbolehkan menikah kembali dengan mantan suaminya
yang telah mentalagnya 3 (tiga) kali itu. Sebagaimana dalam
surat al-Bagarah ayat 230, yaitu:

*Kemudian jika suami menalaknya {(setelah talag yang

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya
kecuali bila isteri telah kawin dengan suami lain.”

e. Larangan karena Ihram
Perempuan vyang sedang ihram, baik ihram haji atau
ihram umrah, tidak boleh dikawini cleh laki-laki baik laki-

laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.
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Sebagaimana dalam Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam
mengatakan bahwa selama seseorang masih dalam keadaan ihram
tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh
bertindak sebagai wali nikah. Dan apabila perkawinan itu

tetap dilangsungkan, maka perkawinannya menjadi tidak sah.

f. Larangan karena Perzinahan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinahan dalam
pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh_
laki-laki dan perempuan di Jluar nikah. Baik laki-laki
sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau
pun sama-sama belum menikah.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan
tentang kawin hamil karena zina. Namun dalam Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa seorang wanita yang
hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya tanpa harus menunggu anaknya lahixr. Hal
tersebut dimaksudkan agar anak yang dilahirkan itu memiliki

bapak vang sah.
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g. Larangan karena Beda Agama

Maksudnya adalah dilarangnya perempuan muslimah
menikaﬁ dengan laki-laki non muslim, begitu pun sebaliknya_
laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan non muslim.
Dalam istilah figih disebut kawin dengan orang kafir. Orang
yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam
dikelompokkan kepada kafir kitabi atau yang disebut dengan
ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga
musyrik.

Pasal 40 hurxruf ¢ Kompilasi Hukum Islam hanya
menjelaskan bahwa seorang pria dilarang kawin dengan wanita
yvang tidak beragama Islam. Begitu pun sebaliknya menurut
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secorang wanita muslim
dilarang menikah dengan Jlaki-laki non muslim. Namun di
zaman  sekarang ini  banyak sekali orang-orang yang
melangsungkan perkawinan dengan ketentuan ini. Meskipun
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan
bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan sesuai dengan ajaran

agama dan kepercayaannya masing-masing.
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6. Pencegahan Perkawinan

Ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan
terdapat dalam Pasal 13 sampaili dengan Pasal 21 Undang-
undang Perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,
sebagaimana dikatakan dalam Pasal L3 Undang-undang
Perkawinan. Dalam pencegahan perkawinan maka perkawinan
belum sempat dilangsungkan oleh para calon mempelai, atau
para pihak baru akan melangsungkan perkawinan atau baru
pada tahap pelaksanaan perkawinan,

Jadi yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan itu
suatu upaya hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada
pihak-pihak tertentu untuk dapat melakukan pencegahan
perkawinan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat-
syarat perkawinan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum
agama atau Negara yang berlaku. Namun pencegahan perkawinan
itu dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan
yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam.
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Menurut Pasal 14 Undang-undang Perkawinan diatur
mengenai siapa-siapa yang yang berwenang untuk mencegah
perkawinan, antara lain:

a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah,
saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang
calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;

b. Bagili pengampu berhak juga untuk mencegah perkawinan,
apabila perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan
kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Selain orang-orang yang telah disebutkan di atas yang
dapat melakukan pencegahan perkawinan, hal itu juga dapat
dilakukan oleh isteri atau suami yang dirinya masih terikat
perkgwinan terdahulu dengan calon suami atau calon isteri
yang akan melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya atau
seterusnya, bilamana perkawinan tersebut tidak mendapat
persetujuan dari isteri atau suami atau pun dari Pengadilan

Agama (Pasal 15 Undang-undang Perkawinan) .
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Cara dan Prosedur mengajukan Pencegahan Perkawinan
Sesual ketentuan Pasal 17 Undang-undang Perkawinan,

maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan pada:

o a. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam
daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan
dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan. Dalam hal 1ini penting sebab kalau
pencegahan perkawinan hanya diajukan ke Pengadilan
saja tanpa diajukan juga ke Pegawali Pencacat
Perkawinan, maka bisa terjadi adanya kemungkinan
pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat
texrsebut.

b. Permohonan pencegahan perkawinan disamping diajukan ke
Pengadilan dan Pegawal Pencatat Perkawinan, juga harus
diberitahukan kepada kedua calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan.

Selama belum adanya keputusan Pengadilan mengenai
berakhirnya atau hapusnya pencegahan perkawinan tersebut,
sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Perkawinan, yaitu
pencegahan perkawinan  dapat dicabut dengan  putusan

Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan
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pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah, maka selama

itu perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

7. Harta Benda Dalam Perkawinan

R. subekti membagl benda menjadi dua pengertian, yaitu
benda dalam pengerﬁian luas dan dalam pengertian sempit.
Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu vang
dapat dihaki oleh orang dan karena itu benda termasuk oﬁyek
hukum. Sedangkan benda dalam pengertian sempit berarti
*barang yang terlihat s=saja” dan juga berarti “kekayaan
vang dimiliki seseorang” artinya seperti hak yang dimiliki
seseorang.

Undang-undang telah mengklasifikasi benda menjadi
beberapa klasifikasi, dan salah satu vyang terpenting
diantaranya adalah klasifikasi benda menjadi benda bergerak
dan tidak Dbergerak, karena pembagian tersebut mempunyai
akibat yang sangat penting dalam hukum.'?

Pasal 35 ayat {1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan
mengenai harta Dbersama itu adalah harta benda vyang

dipercoleh selama perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat

11 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 13, (Jakarta: PT.
Intermasa, 1978}, hal. 50.

12 thid., hal 50-51.
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(2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 86 jo Pasal 87 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
dipercleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah
diba%ah penguasaarn masing-masing suami atau isteri
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) Undang - undang Perkawinan
menjelaskan bahwa terhadap harta bersama, bPkila ingin
dialihkan harta benda tersebut kepada orang lain, maka
harus dengan persetujuan dari masing-masing suami atau
isteri itu.

Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing suamli atau
isteri dapat -atau berhak bertindak sepenuhnya atas harta
bila ingin mengalihkan bharta tersebut kepada orang lain
tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada
masing-masing pihak suami atau isteri tersebut seperti di
atur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan io
Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail bagaimana aturan
pembagian atas harta bersama ini bila terjadi perxrselisihan

atau perceraian. Namun dalam penjelasannya hanya dikatakan
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menggunakan hukum masing-masing bila terjadi perselisihan
atau perceraian dimana diselesaikan di Pengadilan Agama
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-undang

Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

8. Akibat Hukum dari Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka akan
menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara suami isteri
itu. Dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tanga vyang sakinah, mawaddah dan rahmah,
dan juga memikul kewajiban untuk mengasuh Qdan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasan dan pendidikan agama dari anak-anaknya
vang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain
suami juga memiliki tanggung jawab dalam menafkahi lahir
dan bathin terhadap isteri dan anak-anaknya, sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kedudukan suami isteri itu menurut Pasal 31
Undang-undang Perkawinan adalah seimbang baik dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat. ©Oleh karena itu masing-masing pihak berhak

untuk melakukan perbuatan hukum dan juga berhak menentukan
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tempat tinggal untuk hidup bersama. Namun, bila suami atau
isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

sehingga dapat disimpulkan bagi suami dan isteri itu
wajib saling menghormati, mencintai, melindungi, satu sama
lain serta memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik
mungkin hingga anak itu kawin atau dewasa dan sudah dapat
berdiri sendiri sebagaimana menurukb Pasal 45 Undang-undang
Perkawinan) .

Bagi anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah menikah sebelumnya berada di dalam
kekuasaan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya telah
bercerai kekuasaan orang tua itu terus berlangsung hingga
anak itu dewasa dan bisa hidup sendiri. Selain itu
kekuasaan orang tua itu guna melindungi anak-anaknya di
dalam melakukan perbuatan hukum baik di muka Pengadilan
maupun di  luar Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 47

Undang-undang Perkawinan.
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B. NIKAHUL FASTID DAN HUBUNGANNYA DENGAN  PEMBATALAN

PERKAWINAN
1. Pengertian Nikahul Fasid

Seperti sudah dijelaskan sebeluninya arti kata dari
nikah fasid diambil dari pendapat beberapa ulama atan ahli
hukum Islam vyang telah wmengkaji lebih dalam tentang
perkawinan secara hukum Islam. Adapun vang dimaksud dengan
nikahul fasid vyaitu pernikahan yang buruk. Dimana
pernikahan itu tidak hanya sebatas tidak terpenuhinya salah
satu rukun dan syarat saja, melainkan bisa juga karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu
calon mempelai seperti melakukan kebohongan terhadap diri
pribadi salah satu calon mempelai, perkawinan yang
dilaksanakan karena adanya paksaan atau di bawah ancaman,
atau bisa juga karena perkawinan yang dilakukan dihadapan
wali nikah yang tidak sah, dan lain sebagainya.

Para ahli hukum 1Islam di kalangan mazhab Maliki
berpendapat bahwa Nikahul fasid ada dua bentuk,'? vyaitu:
a. pertama, vang disepakati oleh para ahli hukum Islam,

dimana nikah fasid model ini seperti menikahi wanita

13 Manan, op. cit., hal. 43.
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yvang haram dinikahinya baik karena nasab, susuan, atau

menikahi isteri kelima, sedangkan isteri yang Xkeempat

masih dalam iddah. Nikah seperti hal diatas harus
difasidkan bukan dengan talag dan tanpa mahar baik
dukhul (telah melakukan hubungan suami isteri) maupun
belum dukhul. Artinya perkawinan yang difasidkan itu
harus dilakukan pembatalan dan bukan melalui
perceralan.

b. Kedua, vang tidak disepakati oleh para ahli hukum

Islam, seperti nikah sewaktu ihram, menurut ahli hukum

di kalangan Malikiyah pernikahan sepexrti itu harus

difasidkan. Tetapi para ahli di kalangan mazhab

Hanafiyah pernikahan seperti hal di atas adalah sah.

Di kalangan mazhab Syafi’i nikahul fasid'® itu adalah
akad nikah vyang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan
oleh syara. Sedangkan Nikahul bathil adalah pernikahan yang
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tetapi kurang salah satu rukun syara.

1 Manan, op. cit.
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Dikatakan pula bahwa nikahul fasid dapat terjadi dalam
bentuk:

a. Pernikahan vyang dilaksanakan oleh secrang laki-laki
dengan seorang perempuan tétapi wanita tersebut dalam
masa iddah laki-laki yang lain;

b. Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa istibro karena
wathi syubhat;

C. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki
dengan seorang wanita, tetapi perempuan tersebut
diragukan iddah-nya, karena ada tanda-tanda kehamilan;

d. Menikahi perempuan watsani dan perempuan yang murtad.
Selain itu di bawah ini juga ada beberapa contoh

perkawinan yang capat dikategorikan sebagai nikahul fasid,

antara lain:"

a. Nikah Mut’ah, yaitu dalam istilah hukum biasa disebut

“perkawinan untuk masa tertentu”. Dalam arti pada waktu

akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan pada masa

tertentu, dimana bila masa itu telah datang, perkawinan
putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.
Bila dilihat secara hukum, sebenarnya nikah mut‘ah itu

sangat merugikan bagi kaum perempuan, dimana tidak ada

% gyarifuddin, op. cit., hal. 100-109.
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kekuatan hukum yang sah terhadap perkawinannya, sehingga
perempuan maupun keturunan yang dihasilkan dari perkawinan
itu tidak dapat menuntut haknya apabila perkawinan itu

telah berakhir atau habis masa waktunya.

b. Nikah Tahlil, secara etimologi tahlil berarti
menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau
dikaitkan dengan  perkawinan berarti perbuatan  yang
menyebabkan seseorang vyang semula haram melangsungkan
perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat
menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu
disebut muhallil. Sedangkan orang vyvang telah halal
melakukan perkawinan disebabkan o©leh perkawinan vyang
dilakukan muhallil disebut muballal lah.

Dengan demiakian yang dimaksud nikah tahlil adalah
perkawinan yang dilakukan oleh mantan suami secara akal-
akalan yvaitu dengan menyuruh laki-laki lain menikahi mantan
isterinya, agar 1la dapat wmenikah kemballi dengan mantan
isterinya tersebut bila telah bercerai dengan suami barunya
dan belum sempat digaulinya.

Perkawinan itu adalah tidak sah karena dilakukan

dengan itikad tidak baik, sehingga harus di fasidkan.
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c. Nikah Syighar, dalam arti definitif yaitu seorang
laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan
laki-laki 1lain itu mengawinkan pula anak perempuannya
kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanvya.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas vyang menjadi
maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya  kepada
seseorang, dalam arti kehormatan anaknya vyang dirasakan
oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang
dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan
merasakan mahar dari perkawinan itu. Sedangkan mahar itu
adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan
untuzk wali yang mengawinkannya. Oleh sebab itu bentuk

perkawinan seperti ini haram untuk dilakukan.

d. Nikah Muhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan di
mana dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam
keadaaan ihram baik untuk melaksanakan ibadah haji, maupun

untuk melaksanakan umrah.

e, Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan

vang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat.

Jika diketahui mana yang 1lebih duwlu, maka akad yang
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terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui
mana vang lebih dulu, maka kedua akad nikah itu dianggap

batal.

'f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam begitu
pun sebaliknya seperti beragama majusi, penyembah api,
penyembah matahari atau bulan, atau menikahi wanita yang
sedang murtad, atau anak campuran antara orang majusi atau
nasrani yang tidak asli dimana nenek moyangnya baxru
menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama
tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya al-Quran.

Dari beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam dan
juga beberapa contoh perkawinan yang telah dijelaskan di
atas, '-dapat disimpulkan bahwa vyang disebut dengan
perkawinan yang buruk atau cacat atau disebut juga nikahul
fasid yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tidak
hanya terbatas pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat
yvang telah ditetapkan oleh syara, Undang-undang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut
juga tidak boleh melanggar norma-norma vang berlaku
dimasyarakat seperti norma susila, norxma Kketertiban dan

juga norma agama.
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Oleh karena itu terhadap perkawinan vyang dapat
dikategorikan sebagai nikahul fasid, haruslah perkawinan
tersebut dilakukan pembatalan. Karena dianggap perkawinan
tersebut tidak sah baik menurut hukum égama maupun menuxut
hukum Negara. Walaupun istilah mengenai nikahul fasid ini
tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun al-Quran dan
Hadits sekalipun tetapi aturan yang mengatur tentang
perkawinan dalam agama dan masyarakat telah menunjukkan
mana yang merupakan substansi kategori perkawinan yang sah
secara hukum dan agama dan mana yang merupakan perkawinan

yang cacat atau buruk “nikahul fasid”.

2. Pengertian Pesmbatalan Perkawinan

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering kali
menunjukkan, bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya
dapat dipelihara secara harmonis. Dalam masa perkawinan itu
mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya
mencapai tujuan perkawinan, vyaitu kehidupan zrumah tangga
vang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu dalam
Islam diperbolehkan melakukan perbuatan untuk membatalkan

perkawinan bila perkawinan itu tidak  dapat untuk
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diteruskan, karena para pihak yang melaksanakan perkawinan
itu tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta
adanya halangan atau larangan terhadap perkawinan itu
sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan.

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak
mutlak ditangan laki-laki. Memang hak talag itu diberikan
kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak
menuntuf cerai dalam keadaan dimana ternyata pihak laki-
laki bkerbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau
dalam keadaan-keadaan yang khusus.

Fasakh menurut bahasa seperti yang diungkapkan oleh
Al-Abu Luwis Ma’lufi adalah merusakkkan pekerjaan atau
akad.*® Sedangkan pengertian fasakh menurut istilah Syar’i
berarti membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali
perhubungan yang mengikat antara suami isteri. Pengertian
fasakh ini erat hubungannya dengan nikahul fasid, dimana

bentuk perkawinan itu haram hukumnya dan harus dibatalkan.

16 Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, cet. I,

{Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 52.
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Ali Hasabilah menjelaskan fasakh perkawinan ialah
sesuatu vyang merusakkan akad (perkawinan) dan dia tidak
dinamakan talak. Fasakh itu terbagi dua wmacam, yaitu:'’

1. Fasakh yang berkehendak kepada putusan hakim. Artinya
harus melalui proses Pengadilan, misalnya suami
impotent sedangkan isteri tidak senang dengan keadaan
suaminya demikian, maka isteri berhak menuntut fasakh
kepada hakim;

2. Fasakh yang tidak berkehendak kepada putusan hakim.
Artinya suami isteri tersebut menyelesaikan masalah
perkawinannya tanpa melalui proses Pengadilan,
Misalnya perkawinannya yang disebabkan karena adanya
hubungan nasab atau sesusuan.

Adapun hikmah diperbolehkannya fasakh itu adalah
memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan
sedang menempuh hidup rumah tangga. Tetapi bagi masyarakat
Islam Indonesia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh
pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah
fasakh ini dan pengakuan sahnya menurut Undang-undang harus
ditempuh melalui Pengadilan Agama. Ini mengingat bahwa

pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik

Y 1hid.
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terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya. Maka
melalui proses Pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk
menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh
Instansi lain di luar Pengadilan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 1975 Pasal 37 tercantum bahwa
batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan o¢leh

Pengadilan.

3. Para Pihak yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan

Dalam hal tuntutan akan kebatalan suatu perkawinan
yang disebut pertama-tama ialah hal-hal yang memberi alasan
untuk tuntutan kgbatalan atas suatu perkawinan, dan
kemudian baru disebut siapa-siapa vyang berhak untuk
menuntut kebatalan perkawinan itu.

Pada prinsipnya suatu perkawinan vang telah
dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu
dinyatakan batal .?®

Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 73
Kompilasi Hukum 1Islam menjelaskan bahwa vyang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain

8 ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum
Pembuktian, cet. 4 { Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 117.
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari
suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

C. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan atau Pejabakt vyang ditunjuk vyaitu vyang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan
itu putus;

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya

cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut

hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

4, Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Beberapa alasan yang dapat diajukan dalam perkara

pembatalan perkawinan, antara lain

a. Suami mempunyai cacatbt atau penyakit;

b. Suami tidak mampu memberi nafkah;

c. Suami melakukan kekejaman;

d. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama;
e. Suami dihukum penjara.

Selain hal-~hal tersebut di atas juga terdapat beberapa

alasan yang dapat diajukan pembatalan perkawinan
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sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Perkawinan, antara

lain

Perkawinan vang tidak dicatat di Pegawal Pencatat
Nikah;

Perkawinan yang dilaksanakan di muka Pegawai Pencatat
Nikah yang tidak berwenang;

Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan wali nikah yang
tidak sah.

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan

batal apabila

a.

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat
isteri, sekalipﬁn salah satu dari keempat isterinya
itu dalam tala‘q raj‘i;

Seseorang menikahi mantan isterinya ~yang telah
dilian‘nya;

Seseorang menikahi mantan isterinya yang pernah
dijatuhi tiga kali talag clehnya, kecuali bila mantan
isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain vyang
kemudian bercerai lagi ba‘da al dukhul (celah
melakukan hubungan suwami isteri) dari pria tersebut

dan telah habis masa iddahnya;
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Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah semenda dan sesusuan sampal derajat
tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8
Undang-undang Perkawinan. |
Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam,

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.

Seorang suami melakkan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama ;

Perempuan vyang dikawini ternyata kemudian diketahui
masih menjadi isteri pria lain yang mafqud atau sah;
Perempuan vang dikawini ternyata masih iddah dari
suami lain;

Perkawinan vyang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang
Perkawinan;

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan
oleh wali yang tidak berhak;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
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Sedangkan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan Jjo Pasal

72 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permchonan
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan
di bawah ancaman yang melanggar hukum;

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu
berlangsungnya perkawinan terjadili penipuan atau salah
sangka mengenai diri suami atau isteri;

C. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah
sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya
untuk mengajukan permchonan pembatalan perkawinan,

maka haknya gugur.

5. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya, suatu akad seperti akad nikah bilamana
ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. 2akad nikah
seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja

Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan

bahwa:
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a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami
atau isteri atau tempat perkawinan di langsungkan;

b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan
Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Perkawinan jo

Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa

batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 jo Pasal 75 Kompilasi
Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan
tidak berxlaku surut terhadap:

a. Perkawinan vyang batal karena salah satu dari suami
atau isteri murtad;

b. Suami Istexi vyang bertindak dengan itikad baik,
kecuali terhadap harta Dbersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang
lebih dahulu;

c. Anak-anak yang dilahirxkan dari perkawinan tersebut;
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d. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak
dengan itikad baik, sebelum keputusan pembatalan
perkawiﬁan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh

Pengadilan, tetapi tidak akan memutuskan hubungan hukum

antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut M. Yahya Harahap'’ secara teoritis Undang-
undang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu
perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum
(van rechtswegwnietif) sampai ikut campuxr tangan
Pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1975, dimana dikatakan
bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh
Pengadilan. Secara logika suatu perkawinan sudah
dilaksanakan awalnya secara vyuridis formal, maka untuk
menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui
putusan Pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah

pernikahan itu kurang rukun atau syarat-syarat vyang

19 yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
cet. 1, {(Medan: ¢V Zahir Trading Co, 1575}, hal. 74.
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ditemukan oleh hukum masing-masing pihak dan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan Perkawinan atas putusan Pengadilan itu
diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak
vang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat vyang sudah
terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi,
legalitas pembatalan perkawinan yang diatuxr oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku lebih luas jangkauannya

dari nikahul bathil dan nikahul fasid.

C. DESKRIPSI KASUS

Penulis akan menguraikan kasus hukum vyang merupakan
cbyek penelitian terhadap Surat Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 vyang menjelaskan, bahwa
Nuraini Binti Cik Oni sebagai isteri pertama dari A.T
Syamsuddin, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
Palembang berupa pembatalan perkawinan atas perkawinan
suaminya yang kedu2a dengan Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay.

Dimana perkawinan suaminya yang kedua dilakukan tanpa
prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan juga tidak

ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan
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dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak sah
menurut hukum, dan karena itu isteri pertama mengajukan
pembatalan perkawinan atas perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut kenyataannya isteri pertama masih
berstatus sebagai isteri yang sah dari suaminya tersebut,
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Nikah No. 105/1970
Tanggal 18 Agustus 1970. dan dari perkawinan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu orang
anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang masih
hidup dan telah dewasa.

Selain itu isteri pertama juga menggugat Kantor Urusan
Agama Kecamatan i]:ir Timur I Kodya Palembang, vyang telah
mengeluarkan kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/1985
tertanggal 22 Juli 19885 atas perkawinan suaminya dengan
isteri kedua. Dimana isteri pertama menganggap bahwa Kantor
Urusan Agama tersebut telah melakukan kelalaian atas
tindakannya mengeluarkan kutipan Akta Nikah tersebut tanpa
melakukan penelitian terlebih dahulu dari identitas para
pihak.

Dan juga menurut penelitian, selama suaminya hidup

bersama dengan isteri kedua selama 11 (sebelas} tahun,
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telah banyak harta yang dikumpulkan oleh isteri kedua dan
kelvarganya, baik terhadap barang bergerak maupun barang
tidak bergerak. 0Oleh karena itu isteri pertama mengajukan
tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
bersama dari perkawlnan suaminya yang kedua.

Dan menurut keputusan yang diberikan oleh Pengadilan
Agama Palembang hanya mengabulkan gugatan isteri pertama
vaitu berupa pembatalan perkawinan suaminya dengan isteri
kedua, namun tidak mengabulkan tuntutan atas sita jaminan
harta bersama suaminya dengan isteri kedua karena dianggap
kurang cukup bukti.

Dalam putusan texrsebut isteri kedua tidak puas
seluruhnya dan kemudian mengajukan banding kepada
Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Tetapi hasil putusan
vang diperoleh sama dengan apa yang telah diputuskan dalam
Pengadilan Agama Palembang yaitu perkawinan tersebut tetap
dibatalkan oleh hukum karena dianggap tidak sah.

Kemudian isteri kedua Jjuga belum puas atas putusan
Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dan mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. Namun berdasarkan bukti-bukti dan
keterangan yang ada bahwa perkawinan suami dengan isteri

kedua tetap dibatalkan, dan terhadap Akta Perkawinannya
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juga dibatalkan karena dianggap tidak sah. Sedangkan untuk
tuntutan sita jaminan yang dilakukan oleh isteri pertama
juga tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap

kurang cukup bukti yang kuat.

D, ANALISIS HUKUM

1. Penulis akan menganalisa terhadap putusan Makamah
Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1598, mengenai gugatan
perdata vyang diajukan oleh Pemchon terhadap perkawinan
kedua suaminya, dapatkah dikategorikan sebagai nikahul
fasid atau perkawinan vyang cacat, sehingga perkawinan
tersebut layak dimintakan pembatalan.

Dalam Hukum Islam, walaupun di kalangan mazhab Syafi‘i
nikahul fasid itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dengan wanita, karena kurangnya salah
satu syarat yang ditentukan oleh syara. Tetapi perkawinan
yang dilakukan antara suami dengan isteri keduanya telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik menurut Undang-
undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun
diawal perkawinan sudah ada itikad tidak baik dari suami

berupa penipuan identitas dirinya, yang sebenarnya dengan

88

Problematika Nikahul.., Intan Carolina, FH Ul, 2007



hal itu saja sudah menyebabkan suatu perkawinan itu menjadi
fasid atau cacat.

Seperti dalam kasus ini dijelaskan bahwa pada saat
suami akan melangsungkan perkawinan dengan isteri keduanya,
mengatakan statusnya sudah menjadi duda. Tetapi dalam hal
ini tidak dijelaskan apakah duda karena kematian isterinya
atau duda akibat perceraian. Karena tidak adanya bukti-
bukti atau keterangan lainnya yang menerangkan tentang
status dari suami tersebut kalau memang dia benar-benar
telah duda.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo
Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki
isteri lebih dari 1 (satu) orang asalkan telah mendapatkan
persetujuan dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan
Agama.

Sangatlah jelas bahwa adanya itikad tidak baik dari
suami dalam me langsungkan perkawinan dengan isteri
keduanya. Karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, vyaitu
tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan Jjuga tidak

ada izin dari Pengadilan Agama setempat.
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Seperti dijelaskan dalam Pasal 9% Undang-undang
Perkawinan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal
vang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1)
jo Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 55
jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 57 jo Pasal 58 (1} a jo Pasal
71 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan vyang dilakukan oleh suami dengan 1isteri
keduanya pada awalnya dilakukan secara sah. Hal itu
terbukti dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Petugas
Pencatat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlir
Timur I Kodya Palembang (Termohon III) dengan No.
511/95/VIT/AR/IT.1/85 Tanggal 22 Juli 198%. Namun setelah
perkawinan itu berjalan selama beberapa tahun, ternyata ada
kesalahpahaman dari status suami. Hal itu terjadi karena
ketidaktelitian dari Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat
mengeluarkan akta perkawinan tanpa dilakukan pengecekkan
atau penelitian terlebih dahulu dari data-data suami dengan
isteri keduanya

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pegawai  Pencatat
Perkawinan (Termohon III) yang telah mengeluarkan akta

nikah tersebut telah lalai dan menyalahi ketentuan Pasal 6

90

Problematika Nikahul.., Intan Carolina, FH Ul, 2007



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1975 vyaitu
Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat
perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat
halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Dan juga telah melanggar Pasal 6 ayat (2} f Peraturan
Pemerintah Nowmor 9 Tahun 1975 tentang surat keterangan
kematian dari isteri atau suami yang meninggal lebih dulu
ataun surat keterangan cerai dari Pengadilan Agama. Oleh
karena itu akta nikah vyang telah dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Palembang tidak
memiliki kekuatan hukum tetap.

"Di sini telah terjadi poligami tanpa persetujuan déri
Pemohon (isteri pertama Termohon I) dan juga tanpa izin
Pengadilan. Dan oleh karena itu perkawinan antara suami
dengan isteri keduanya dapat dikategorikan sebagai nikahul
fasid.

Oleh karena itu perkawinan suami dengan isteri
keduanya telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia dengan Surat Putusan No. 411 K/AG/1998,
dan pembatalan perkawinan itu mulai berlaku sejak tanggal

putusan pembatalan perkawinan.
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Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut,
maka hak dan kewajiban sebagal suami isteri pun sudah

tidak ada lagi.

2. Setelah dikabulkannya c¢leh Pengadilan Agama pengajuan
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama,
maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu
dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama
dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Pasal 28 ayat (1} Undang-undang Perkawinan jo Pasal
74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) .

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka
berlaku keadaan seperti semula sebelum perkawinan antara
suami dengan isteri keduanya dilaksanakan. Maksud dari
keadaan semula disini adalah sudah tidak ada lagi hak dan
kewajiban sebagai suami isteri antara suami dengan isetri
keduanya.

Namun Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jjo
Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan
adanya pembatalan perkawinan ini tidak akan berlaku surut

terhadap:
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a. Perkawinan vang batal karena salah satu suami

atau isteri murtad;

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut;

C. suami atau isteri vyang bertindak dengan itikad
baik, kecuali terhadap harta bersama, bila

pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya
perkawinan lain yang lebih dulu;
d. orang-orang ketiga lainnya tidak Ctermasuk dalam
(1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak
dengan itikad baik sebelum keputusan tentang
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
0leh karena itu, segala ikatan  hukum  bidang
keperdataan vyang diperbuat oleh suami isteri sebelum
perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta
bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-
masing.?°
Yang dimaksud dengan harta bersama vyaitu harta vyang
diperoleh selama perkawinan baik atas usaha sendiri-sendiri
maupun usaha bersama dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas

nama sSiapa pun. Sedangkan harta bawaan yaitu harta dari

* Manan, op. cit., hal. 47.
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masing-masing suami dan 1isteri dan harta benda vyang
diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
dimana harta bawaan tersebut dibawah pengawasan masing-
masing suami dan isteri (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan
jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam) .

Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan
menjelaskan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak
mempunyal hak atas harta bersama yang telah ada sebelum
perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya. Selanjutnya
dalam huruf ¢ dinyatakan semua isteri mempunyai hak vyang
sama atas harta bersama vang terjadi sejak perkawinannya
masing—masing. Artinya hal tersebut hanya berlaku terhadap
perkawinan poligami yang telah mendapatkan persetujuan dari
isteri pertama atau sebelumnya serta izin dari Pengadilan
Agama, karena dari masing-masing perkawinan tersebut
memiliki Akta Perkawinan yang telah wmempunyai kekuatan
hukum tetap.?®?

Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari

seorang, terhadap harta bersama masing-masing terpisah dan

21

2007): 3.

Zulfa Djoko Basuki, Tabloid Cek dan Ricek, ed. 458, (Juni
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berdiri sendiri. Artinya wmasing-masing isteri pertama,
kedua, ketiga den keempat mempunyai hak yang sama atas
harta bersama selama perkawinannya.

Dalam ayat (2} dikatakan pemilikan harta bersama dari
perkawinan seorang suami yang mempunyal isteri lebih dari
seorang sebagaimana dalam ayat (1), dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau
vang keempat.

Dari penjelasan pasal di atas, sangatlah jelas bahwa
masing-masing perkawinan memiliki harta bersama tersendiri.
Namunr sebaliknya apabila perkawinan yang kedua, ketiga dan
seterusnya dilakukan tanpa adanya itikad baik (nikahul
fasid), maka disteri atau suami dari perkawinan sebelumnya
berhak mengajukan gugatan atas harta bersama tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) jo
Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 huruf c
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1%75 bahwa suami atau
isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita
jaminan atas harta bersama bila salah satu pihak melakukan
perbuatan yang merugikan seperti judi, mabuk, boros dan
sebagainya. Axti dari dan sebagainya Penulis dapat

menyimpulkan bahwa juga termasuk didalamnya terhadap
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Tetapi berdasarkan kesimpulan Penulis bahwa keputusan
vang diberikan oleh Mahkamah Agung belum bersifat adil
sepenuhnya, karena Dberdasarkan ketentuan Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai
harta bersama terhadap suami yang memiliki istexri lebih
dari seorang menjelaskan, bahwa isteri vyang sah ({isteri
pertama) berhak melakukan tuntutan sita jaminan
(conservatolr beslag) atas harta bersama yang diperoleh
selama perkawinan suaminya dengan isteri kedua, apabila
perkawinan tersebut tidak sah.

Selain itu apabila seorang suami membawa harta benda
yang diperoleh sebagai harta bersama dengan isteri pertama
atau sebelumnya kedalém‘perkawinan berikutnya, maka harta
tersebut dinamakan harta bawaan suami dari perkawinan
sebhelumnya. oleh karena itu isteri kedua tidak mempunyai
hak untuk menikmati ataupun memiliki atas harta bawaan

22

suaminya tersebut. Karena dianggap perkawinan tersebut

tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan secara hukum.

2 pbdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban dalam
Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung, cet. 1, (Jakarta:
Mandar Maju, 2006}, hal. 66, dalam Ikahi, Varia Peradilan, Nomor 157,
Oktober 1998, {Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998),
hal. 66-67.
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A.

BAB ITX

PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara

keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa yang disebut dengan nikahul fasid yaitu suatu
bentuk perkawinan yang dilakukan tidak hanya terbatas
pada tidak terpenuhinya ketentuan yang telah
ditetapkan cleh syara, Undang-undang Perkawinan serta
Peraturan Pelaksanaannya maupun Kompilasi Hukum Islam,
tetapi perkawinan tersebut juga tidak beoleh melanggar
norma-norma vang berlaku dimasyarakat seperti norma
sugila, norma ketertiban dan Jjuga norma agama.
Sehingga perkawinan yang tergolong nikahul fasid atau
perkawinan yang cacat dapat dilakukan pembatalan.
Sebagaimana halnya dalam perkawinan suami dengan
igteri keduanya vang telah dibatalkan berdasarkan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
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411K/AG/1998 karena dianggap perkawinan tersebut tidak
sah ﬁaik menurut hukum agama maupun menurut hukum
Negara. KXarena perkawinan kedua sebagaimana dalam
Pasal 22 Undang—undang Perkawinan Jjo  Pasal 70
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan
dapat dibatalkan apabila para pihak tidak wmemenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung No.
411K/AG/1998 bahwa tuntutan isteri pertama berupa sita
jaminan {conservatoir beslaqg) atas harta bersama dari
perkawinan suaminya yang kedua tidak dikabulkan
seluruhnya karena dianggap kurang cukup bukti yang
kuat . Sedangkan untuk harta bersama yang dimiliki
dalam perkawinan poligami yang tidak sah baik menurut
hukum agama ataupun hukum Negara, bahwa isteri kedua,
ketiga dan seterusnya tidak dapat menikmati atau
memiliki atas harta bawaan yang dibawa oleh suami dari
perkawinan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal
65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan. Namun
apabila perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya telah
mendapat izin dari isteri atau isteri-isteri dan

Pengadilan Agama, maka dalam masing-masing perkawinan

99

Problematika Nikahul.., Intan Carolina, FH Ul, 2007



tersebut memiliki harta bersama, sebagaimana dalam
Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan Jjuga
apabila perkawinan peligami tersebut tidak sah menurut
hukum, maka istéri pertama, kedua atau ketiga dapat
mengajukan tuntutan berupa sita jaminan terhadap harta
bersama, sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (1) jo Pasal
136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 huruf c¢

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

B. SARAN
Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai

berikut ini:

1. Hendaknya pihak-pihak vyang berkepentingan, seperti
pegawali di Kantor Urusan Agama lebih berhati-hati
dalam menjalankan tugasnya dan meneliti dengan seksama
segala surat-surat vyang diperlukan untuk keperluan
pernikahan, agar dikemudian hari tidak terjadi
pembatalan perkawinan antara calon mempelai. Tetapi
apabila terxdapat kelalajan yang dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama dalam mengeluarkan Akta Nikah seharusnya

kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diberikan
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csanksl administratif yang berupa teguran, denda atau
bahkan kurungan penjara ;

Hendaknya diadakan penyuluhan hukum mengenai prosedur
perkawinan, termasuk mengenai penyebab terjadinya
pembatalan dan mengenai hal-hal yang dilarang dalam
melakukan perkawinan kepada masyarakat luas;

Hendaknya mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan
suatu perkawinan itu dibatalkan dan termasuk mengenai
harta bersama pada umumnya dan Jjuga harta bersama
dalam perkawinan poligami pada khusunya diatur lebih
jelas dan iebih diperinci, agar tidak wmenimbulkan
penafsiran vyang berbeda dan dapat dijadikan sebagai
pedoman - bagi -para. pihak vyang berkepentingan apabila

terjadi perkara yang sama.
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P UT2US AX
Ne: 286/T41,G/1997/24.Plg.

Blamillahirrahaanirrahies
NDFML XISADILAM FERDASARKAN XETUHANAMN YAHG HiHA ESA®

Penpadilan Agarma Paleobang yang memerik=a dam wengadill
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah penjatublan

putuaan dalar perkara yang diajukan

\#ﬂffiEEE,EEEEE_EEE#Q?I' umur 40 tapun} hgragana Ialam, prekerjaanm
% “rumzh tangga, hertempat tinggal 81 Jalan Ferka I Rt.13 Rw,5
Ho,521 Keluraban Ogan Baru Kertapati Faleobang, yang dalaxm hal
ini memberikan Kuapsa KEEEQ dengan Surat Kuamsa tertanggal 5 Juli
1997 kepada 1 .

™ 4, M.DIAN ALAM PURA,BH.

~ 2. DARPENDI ,5H.
kedua-duanya Pengacara Praktek pad:; Kantor Hukua (Law Offica)
M.DIAN ALAM PURA,SH, & ASSOCIATES Lawyera & Consuliants, buralumat
Jaluan H.Faglh Uswan Ne,379 Rt.36 Ku.lu.mh:zn I Ulu Palembkang, =sulzn-

"3 jutnya disebut PEWOEON j

B - Lawan

‘1. -A.T.SYAMSDDDIN BIN TALEGA, umur 45 tahun, teragasa Islam, pe-

-

RE= ’ i

Yerjasn Wiraewasta, bertenpat tinggal di Jalan Letkol Iskandax 2

Ho,34 Rt,410 Bw.03 Palembang, ‘selanjutnyg disebut TERHOHOR T

(II,") DEWY ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY, wmur 33 iahum, beragama Inlsn, l[

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AXEPR.E,Umar Ne, s

5731 Rt,3 Arie Kemuning Palembang, yang dalam hal ini telah r
nenberikan Xmga Kusus Agngan suratnya tertanggal 16 Aguntiin
1997 kapada :‘_-' .

1. H.RUSLT BASPABT,SH.

2, BASRULLAR SALJH,SE. _ -éﬁ

3, R,IARA SIAGIAN,BH, '

kutiga-tiganys Pengacara/Penasehat Hukum dari Xuana Eukume- i'
H,Rusld ... a
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I1I.

-

»2

HE,RUSLI BASTARI,SH. keralanmal Jalan Yeteran/Jalan Angseke

Heo.447 PAlembang, oslanjuinys disebut TERMOHON IT g

PEMERINTAR REPUBLIY INDONSSIA Cq,Departesen lgama Repudlik
Indoneaia Cg.Xanwil I}-upar‘tumon Agana Proplnsi Svmaters Selatan
Cq.Iantor Departemen Agama Keta Madya Palwobang, 0%253233:
Uw:m Kocamatan Ilir Tinur I Xedya Palembang, beralamat
Jalaw Mayer Santoso Kamboja Pulembdang, selatjutnya disedut

TeRMOBON IIT
=

Penpradilan Agoma tersebut
Telah oenbaos surat permehonan Pemohon dan -aurat—aura.t laim—~
n¥2 yang ada- dalzm peTkara ind g

Telah nendengar keterangan-keterangan Femohon, Termohen IX

1

Aan Twrmohon I1I, sorta keterangan-keterangan saksi-maksi di-

depan parsidangan |

TENTANG PERKARANYA

T et

Manimhang, babwa Pemohon telah mengajukan perocohonan T;ﬁ'

" dengan suratmya terianggal 10 Juli 1397 Fang telah didafiar

di Xepanlteraan Pengadilan -Agamn Palembang dengan Rdgiate;
Nomor : 286/241.G/1997/PA.Flg. tangaal 24 Jull 1997, yang

ipinya sshagal berzikut : y

1, I'amm Pomokon adalah iateri sah Teroohon I, Pumokon nenikqh!
dengny awani Pemohon (Texmohon I) pada tahun 1970 di Teluk
Patung ssount dengan Buku Nikah dafiar No.105/1970 tanggal |

2. Dorl hasil pexkawinan Pemohon dengan Texmehom 1 telah di- *

karuniai 2 (iu.a) arang aonak yang terdirl dari satu erang
anak lak;-laki dan satu orang amak perempﬁnn yaltu :
= Muhappad Hurdin, laki-laki lahir tahun 1973 ;
- Yuliut{g;h, perempuan lahir tahun 1975
Dukti I.2Idnn P34
3, Bahwa antara Pemohon dengan Termchen 1 aampal sekarang~

pasih ..,
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raaih tetap ssbagul mveaml iateri yang aah ;

Pahwa kemudian taupn Yemohon dugs saoma sekall Termehon I telah

“kawin lagi dengan yersmpuan lain yang Vernama Dewl Awwvar Pey
’ gl

binti Anwvar Bay {Mermohoa II) di Palsmbang pada tanggal 22 Juld
1985 sesual dengan Kutipan Akta Hikah Me.511/95/VII/AR/IT.I/85

yang dikeluarkan eleh Zanter Urusanm Agama Lecamatax Illr Tinur I

¢

proamsdur paraturan perundang-vndangan yang berlaku, yailtu tidak ‘%

i

Y¥otomadia Pnlembang {Texrmobon IIL/Turut Texmohom) tanpa memurut

ada peraotujuan darl Permohon sebagai iasterl Termohos I dam tidakx
ada izin inr}_Pengadilnn Agama aebagaluana yang iinyaratkaq
olah paeal 3 ayat (2) yo yasal 4 ayat (1) yo pasal 5 ayat (1)
Undang~Undang Yemex 1 Tahun 1974 dam pasal 56 ayat (1) ye pasal-
58 ;yut {1) ﬂIKanilnDi Aukum Islam § ﬁi
nuhQa punurut pasal 9 Undang-Undang Nemex 1 Tabhum 1974 searmng
yang macih terikat $all parkauinan dengan erang iain tidak dapat
kawin lagi, keouall dalam bhal yang terasebut pasal pasal 3 ayat

(2} dan pasal 4 Undzng~Undang Nomer 1 Tahun 1974 ;

S
T

Darn menurut paa;ﬁ 5% ay;i (3) Kompilasi Hukun Ialan per¥svinan
=
yang dilakuwcan dengan isterl kedua, ketiga atau keempat tanpa
izin dari Pengadillan Agama! tidak peppuayal kekuatan hukum g
Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum seperti yang tersebut
dalar butir 4 dan 5 diatan, cukup alasan bagl Xetua Pyngadilsn
Agars Palenbangy Cq.liajelis Haklm yang metgadili perkaza iai
untule membatalkan perkawinan antars Permohen 1 dengan Terme—
Lon II
Bahwa menuru%'penulitinn Pumohon selawa Tevnohonm 1 dan Termohen
II hidup bersarn, Termohon 1 telab bapnyak mangumpulkan haria
yang sekarang dlkupsal eleh Tormohon IL dan keluarganya antara
lain 1 : : :%

I, PARANG TITaK, BERGERAX DAN BARANG BERGERAK 1

1, Datu pintu RUKD berlanial dun sertifikat hak milik Xe,

w T

856/R/T/16 I1ir G.S. Ro,115/1956 luas 45 M2 yapg =

terluhk YY)
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terletak 41 Jalan Pasor 16 I1ir Palembang. Sertifikat
aque oleh Termohen IT diatas namaken Hy.Martiza Amwar Bay
{Itu kzniung Termoben I1). L
AUKO terssdbdut dibell pada tanggal 26 Junl 1988 libadapan
Notarin/FPAT My,Benny Jeanue Pattinama,SH, Nilai/Haxzga it
RO tersebut o, iiieivenrinnanrans Rp. 635,000.003,-

2, Satu pintu RUKD berlantal tiga aerti- ﬂf
fi%nt bak pilik Mo,10976/20 Ilir Timur I Ny
G.S.No.111$/1990 luas 268 M2 yong terletak ’ :[
i Jalan Jené.dudirman Ho,612 Rt,02, 20 Ilir
Eecamatan :_[lir Timur I Palembang Serxtifikat
tersubut oleh Terwohon II distas namakan
My.Hajjah Martina{Ibu kandung Termohon II),

Bilal nIXO terossbut c.iovssvrsssnrans Rp.117.000,000,-
3, Basgunah rumah diatas tapah Hy,Martinah I

(Ivwe kandung Texmohon I1I) sertifikat hak

nllik Mo.2135/R-G.8.8e,1155/1970. ;

Hilai Panguwnzn rumab teraebut ..... Ryp. 200,000,000, -

4, Tanah kebun mertifikat No,.194 G.3,.Ho,

13371983 luoe 1,524 K2 yaug terletak di-

Deaz Xarang Endah Kecaratan Uslumbang, F{:
Tanah kebua tersvbut diatas namakan

Ky.Martina (Ibu kandung Termetion II}.

Eilal tznah teraebut cueesvassnsoas Rp. 50.000.000,-

5. Batu kendaraan Toyota Kijang BG.2522 AFT

Milail kendaraen texscbut L..eeecve: Hp. 38.000.000,~

6. Satu kendaxaan Swdan Cakra BG.806 AT. B

H1lal kendamaan tersebut sessesssss Ry, 45.000,000,-
7. Satu buah Jam tangan werk CITIZEN

Nilal euetsasnccansesnenacansranesnas Rp. 400,000, -
0, Dua buab einoin atas nama Termohon I dan

yong satunya lagl atas nama Termohon II,

berat L.
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10.

11.

124

13,

14a

15.

164

17,

18,

LY

berat tiga suku setiap cincin, emaa 24 karat.

Nilai a [p,510.000,- x 2 = Rp,
Batu buah cioein bermata glok berat

2 auvku, enas 22 karat,

Bilal tuiirieiiieanininersansnnnoas Rp.
Sztu buah ecincim bermata berlian mata
un;m, burat 2 suku, vmas 22 karat.

B . Rp.
Duy sut kalumg emaas, mosing-masimg

terat D) suku, emas 22 karat,

HIlad y,eesunvanannnaasiossnssscans Rp.
Dua aet maindn/gandvlan kalumg beraata
glok.

Nilai a Rp,400,000,- x 2 n Rp.
Satu sut maipan kalwog berdentuk kuku
nacan warna putih, dibalut vmao 24 karmat
berat 3 suku,

Hilad seevovaesa.ncsescaannansssnss RPa

Satu set mainan kalurg berbentuk kuku

bsruang warna hitam, dibalut emas 24 karat,

berat % suknu,

H1TAL L anae oo o \ cxmie s o v o o oo RTIE Rp.
Banm pset gelzng bulat rigl, emas 22 karat.
Hilai a Rp,300.000,- x 6 m Rp.

Dua sut kerabw/antingan bermata glek

pinggirnya dikelilingi berllan,smas 22 karat.

Hilai a Rp.500.0600,- x 2 = Rp.
Satu aet antingoo berbentiuk bulai, emas
22 karat, bermat 2 avku, ‘

NEl2L ceevsvsacsssevscrrssssennsess = R

Satu gelang emas 24 karat, berat 4 suku,

Hilai apNsaaPASsPaANEAE RO DAgRannana W RPO

19,
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N
~
A
.o
B
=z
e

~

1.020.000, -

600,000, -

150,000, -

2,000,000, -

B800.000, -

-

1.000.000, -

e

1.000.000,~

K
1,800,000, - F

1,060,000, -

340.000,~



19, Jar tangan berlandang Reserse Pelin,

dilat ovovseneviiieiaveae-. = Rp, 200,000, ~
20, Dua set kacamzta bergogang mioron,

Hilaf o+ Bp,400.000,- x 2 = Bp. BOO, 0K , -
21, Tig set karfet ambal buatam luar

negerl,

Hilai a Rp,500.000,-'x 3 = Rp,  1.500.000,-

22. Lina set agbal buntan Mekah,

Hi}al a Rp,.300,000,- x 5 = Rp, 1,%00,000,~

23, Dua stel selimut bustam luar Duegerd -
bahan weol, :
Hilai a p.400,000,- % 2 = Rp, 800.000, - :

94, Satu bugh Televial 24 inol murk Seny.
Hilad vuceacvvccacsasarsesnsran Hpe 1,50,000,~

25, Sztu bunh Televisi 12 inol merk Sharp,

g o B.SR N, A ... Rp. 700,000, ~
- "\ 26, Satu buah tabung HLpiJL besars £
E'?? . BN W ........ 325,000, -
e 27, Satu buah meja mokan dzri kayu jatd,
""" f. - oot i ey . R T 300,000, ~

28, Lima bunh kuredl rokan,
Hilail a Rp,50.000,- x 5 & Rp. 150,000,~

29, Tign lusin piring hicean,

Hilat 2 Rp.50.000,- x 3 = Rp. 150.000,~
30. Lima buvah gelok tenpat kuo.

Kilal a Rp,40.000,~ x 5< . Rp. 200.000,~ i
3. Dua swt tempat kus dard stenlis.

Nilai o Rp.100,000,- x 2 = ‘Rp. 200,000,~
32. Lim lusin gendok makam dari atenlia,

Nilai a RP. 5.000."‘ b 4 5 = Rpo 25.?00’-

i

33, Lima lueir gendok garpu makan dard

nteﬁlﬂ_.n.
' Nilal eew
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LY
Lim
-

354

3o

3.

Bilai a Rp.5.000,~ x § = Rp, 25.000,~

Lina luals pendok garpu untuk kue dorl

atonlin,

Miai a Rp.15.000,- 9 = Rp. ?5.06?,-

Sntu ;:o tor mainam buztan Jepang.

Fllal siieiseeivnancrinansnnearass  Rp. £Ca,000,~

Batu 1;1111 AC mexrk Shep,

RIS AN SR SRR 1,500,000, -
PEanda-~ponda barharga barbentuk emas per— _ y:
binoan, pakalan yang éivell olsh Termehom II 3]
dehsnn peagyunakan uangy Terwohom 1 selanmy {
11 tahua (1985 a/d 1996) bexrjumlab kurang '
1ebih Hp,300,000,000,~(Tlza jatxa juta rupiah) B
Brnda-~¥endafevas/perhiason yang ado di Toke emaa Xmmmia R
Jalan Pasarx 16 Tlir yang mengrunakan uang perusahzaax
CY. Tinbul _Jiya dan jusa berbentuk emna balaskan hnﬁ:nn

2ilai sajunlah Rp,00,000,000,~(Lina ratus juta rupiah) ;

;}&I. TABUIGAN UANG DI BAKNY DAN PENGAMELLAN UANG KAS KANTOR DaX

ROTEL 1 [ _ : R

1. "i'abungan Termehon II di Bak Paeifioc Catang Falenbang

gebesar HEp,100,000,000,~{Serantuas juta ruplah),
uang aebsoar Rp, 100,000,000,-tersebut a-ialuh uang Pari- |’

cahaan CY.TiRbul Jaya yang 4iambil oleh Termehon II 3 ;]4
il

2, Tabungan Termohof II di Bank Tamara Cabaog Palentang

subesar Rp.25,000,000,~(Dya puluh 1ima juta rupieh),
Uang srbenar Rp,25.000,000,~texsebut adalah uang peruv-

sabaan CV,Timbul Jaya yang diambil sleh Termohorn IT

3. Tabungan Termohen IT di Bank Rakyat Indonenia Sebernasg

Ulu I dan Lotkel Iskandar Palembang sebesar Rp.75,000,000,=

(Tujuh pulu 1ina juta rupiah) § i

4. lang ¥Xap Xanter dan Tlotul yang diambil oléh Twrmohon IT

srtiap bulamnya oebesar Kp.80D.000,~ selana 11 tahum-

2 dan ... . ' !
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2 bulan (1985 s/d Pebdruari 1997),; N
Rp, 600.000,- x 11 tohun 2 bulan = Rp,00.400.000,-(Delapan
puiuh Juta empat ratus ribu rupiah) ;

7. Dahwn berdanarkap hukum, Pemobon berhak menuntut J¥3T barta
Termohen 1 yang sekarang dikuvasal oleh Termohen II dam keluarga-—
nya sepertl yang tersebut pada ﬂutir 6,1, II dikembalikan Xxa-
pada pemilli¥nya yaitu Pemohon dan Terwmohon 1

f. Bzhwa Pemohon nmeraoa khawatir kalaw harts bersamn P;mohon dengan -
Termohon 1 yang sekarang dikuasal oleh Tyrnohon IT dan kelunf;;_
nya nxan dlpindah fangankar/dijualkan kepada orang laim atan
pihakt kotiga, Panmohon mohon knpada Ketua Pesgadilan Agama Pa-
lewmbang CQ.Hajelis Hakim yang mengddili perkara ini umntuk me-
letallkan sita Jamdman (Connurvatoir Buelag) terhadap ha?ta S
pecil yang tersebut dalaw butlir 6.1, II diatas

9. Bahwa ditariknys Termohon III (turut Termobom) 2alam perkara

fnl xarena Termohon IIT -(turui Termohon) telah mengsluarkan

-7;“\huku ¥ikah atas purkawinan Termohon 1. dengan Termohen IT yang

‘ﬂ?tlﬂak memenuhl ayarat yaitu tidok adanya izin dari Yenohan

.fdnn izin Pengadilan

L1b. Pahwa pérbuatnn hukim Textohon 1 dan Termonon 11 yang welang—
gungkan perkawlnan tanpa izin éari Pemohon dan izin daxl Papgadil-
an Agama adalah perbuatan yang tertentangan dengon hukug,

Begitu pula perbratan hukunm Termohon IIT (turut Texmohon) yang
mengelunzrlean Duku Nikah pur#awinan antara Tarmohon 1 dengan
Termohon II yang tidak pemsnubd ayarat yvaitu tidak adanya_izin_
dori Pemohon dam Pengadllan Agama adalab Juga perbuatan yanug {
bextentangan &;hgan hukunm
141.Bahwva pormohonan Pemohon ini didasarkan pada buktl asuthentik

korena itu putﬂuan dalam perkara inl dapat dijalankan terlaebin
dahulu w2laupim ada bantahan, banding maupun kannni H I

12+ Babwa oleh karsana perbduatan ya;g dilakukan ol-h Termohon 1, IX

¢an Termohon IIX/turut Termohon telab bertentangan dengan -

hokum ...
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-1

hokum, moka kepadzs Toroodes 1,11 dan Termolor III/Turut Tu_I—-

mohen sopczry tanggung renteag harualah dibeband ouRbayax Eisya

yany timbul 22lam perkare iel |

Déradaarkal ¢2lil-dsiil tuémtut diataa, mohon kemada Xetwrn Pynza—

dilan Agzna Falewbzng eg.Majelds Hakdm yopg senpadild perkars ini

memberikan %Zepntusan dengen .:n:.n.yar;g bertuenyl cebogel 't'c;iklitl*; H ]

1. Meogzbulkan dan mexerimz percobonanl Pemohen seluruhnya J

2. Mumbatalinn perkevipan Termohon I dengmn Termchos IX yong di-
laknzkan 41 Falembon: pm::-x tangepal 22 Juldl 1985, Kutipan Akia
Nikah He,511/95/VIT/AR/IT.1/95 ;

3, Menyatakan bharte-harta =zeperti yany tersabut dzlam poaita per~
pekonan Peoolion but_'(r’lﬁ.i, IT ndnloh harta becmapa Pemohom de—
ngan Tersiabon I ; ' .

4« Merphukinn Terisohon IX atau sinpa naja yaug memdopad hak daxdi
padanya untui: menyermbxan seiurch harta seperdi yang tersebut
Jutam penlta puvEnannan Penn-hn.‘a butdlr 6.1, II Xepads F aesitna

S gan Terxuohon 1 sepera sclcaligue dan geketika

5-;_-'1:'1-Ie-n5'h11‘p:um Turuchon IXI {Turut Tutmohon) untuk mertantd keputusan
e

: ini ;

6o Munyatakan eaw dana berhacgn alta Jaminan (Conswrvatelx Buslag) i
yarg dilwtaklcan oi.uh Juru Sita i’nng‘aﬂil&.n Agaon Palenbang

Te Menyatakams baohwa putusan ind capa’. dijalankan terlebdh dalulw
walaupuxn ada bentshan, banrding :laupun kasaid ;

8, Menghikxun Toxiaskeon X, II dan Termohen III/Turut Termohan secaTa
tangguug -:mn_teng entk mar'nb:.l;fu.z blaya perkara yang timbul dalam
pexkara Ini ; h

Ataw nmudilan ki).':any:\ Kgtua Pengadllan Agama Falembang oq.Majulis

Hakio yang mengadill perkore ini memutus dengon seadil-odiinyn

sysual denygan hukws dan peratiran

- Mpulindbang, banwa Pemohon dan Termohen II surta Termobon ITI
telar nxdic dipyraidangan dan Majelds Hakiw telab e rugala med-

dacodkan para pihak, pamue saaisgemansing pilhak tet:{p pada pen—

diziannya
g = Meninlang ...
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- Menigbang, batwa Termohon I telah dipanpgil secars peinl dan

patut, tapi tida¥ pernab bedlr kepersidangan g

Menimbangy bzbwa karenz uszaha damal tidak berhaeil, moka dilamjut-
kan denga pemboacaan p}:mnhomn Pywober dzn ternyata lainya tetap

diperizbazkan oleh Penohon

-~ Meninbang, babwz Termohen II yang hadir dipersidangan , telah

menvampaikan Jawabam arbagal berikut

1. Bahwa Tetmehop T1 memelak dengan lexgos dalil-dalil Pemehon
doicm permnhonﬁn peabatalan perkawinan untuk aeluruhnya, tecu—
ali vamg deugan tegos digkui ¥vbenaxannya eleh Terwohon III ;

2. Bahwa Teroohon IT menelak dengmn tegaa dalil Pemohon pada angka
1, 2 dan 3, k:ren; Termohon II tidak kehal szma sekall dengan
Pettohon beglitu jugn dengan znok-apaknya, korena pada waktu
Termohon II menikah dengan Temmohon I, Termohon Erut:tuanya
=ebagal Duaa.-cebag?inzna yang dikvrukakan eleh Teraehon I -
rup"d" TermuhoP 1I, hegltz jugm kepﬂda petugnu yang-.akan ne-

Bik 2bhkan Termeheon IT dengzn Termohen I dimana Termohon I me-

I, Johwa benar apa yopg dikatakan oleb Pemohon pada angka 4, bahwa
Terachon I dan TuamohuﬁFiI tuiah e latiwauigkan perkawinan

pada tanggel 22 Jull 1985 Akte Nikah Mo.511/95/¥II/AR/IT.I/85
(Bukti T.II,I) ;

Bahwa tidal bansr apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa perka-
winan antara Termehon II Jan Termohon I ‘anpa menurut pressdur
persturmn pervndeng-undangan yang berlokw, yoltu tidok ada

peroetujuan dori Pemohen, babwa pada woktu Termohon I akan

penikahl Termohen II menurut kuterﬁng:n Tesrmohon I, Tyraehon T

berstatun nuh:c"i Duda, oleh karena Termohon I berstatuns ueha;niJ -

Duda maka izin dari {nterl turdahulu tidﬂk diperlukan j

4. Babwa dalil permohonan Pomohen pada angka 5 harxuslah ditolak,
karens ti12ak 2da alasan bagi Yemohon untuk membatallan perkquin—

an antara Termohow T dengan Termohon II, kaxwna sebagaimana~ :I

YOa0K ase
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yongy telah Termobon IT kenoukakan dintas perkawinaa antam
Turmehon I dehyan Tertobon IT pada tonggal 22 Jull 1985 Aktq
Fikzl. Ka.511,95/¥11/iR/1T.1/65,, telan sesuai dan telah me—

- urut ayenaent pernturan pervndang-undangan yang berlaku g
Hahwa perlu Penohon ketahul bahwa padz sant ind Termoher I
gan Termehen IT 41 Pengadilzr Agoma Palermbaig sadang ber—
I:ngnﬁng ctau pedong diperikaa gugaton ceral talak yamg di-
siukan wieh Termohon I kepada Termohon II yang saat irf masih
dalan tohap pererikszan don tidak lama lagl okan ;;gur; di~
jutus €le¢h Pengndilan Agoma Talembang dan kemuagkinan beaar
sebelum perkara perashonan penbatzlan perkzwinan diputﬁa akan
7<hilr dabulu perkara gugzatan ¢etail 4inlak akan diputus terla—
biir s=hulu ‘

e Inbwvy Termoben I meneliak dengan tegas 321311 puroohenan FPe—
mohan pada zogkzs 6.I.I, s=ompai dengan 38 d2m 6,IL,I, pampal
dengun j, atas dalil prrmehotinn Femalion tereebut Termehon II

Yy aka! menjavab Amebognd berlkut : R

1, Bahwa tldzk benar point 6.X,T, 2dalah merupakarm harta

bersama yang Sipereleh oleh Tercohorn I dan Termahonm II

velama perkawinan, yang benor adalah topab dan bangmman

webogaimena yang terurcoi dalam sertifikat Hak w11ik Ne,

Cw AR

&

ps(-/nj'r)i;s Tlixr G5,M0.115/1956 adzlah wilik: 1, Muami—
Arifing 2, Ny.Martisah Anwar Boy dan H.Harmaimi (Bukii T.TT,
¢ dan Puktl T.TI.3) ¢

2, Talwa tidak benar peint 6.I1.2, adaloh merupakan haria

yang dipereleh sencsa perkaviannn astora Termohon I dengam &

3
Termohou I, yany benar adalah tanah dan hangunan sebagai- 77
aans yane tertuang dalan sertifikat Hok milik He.10y76/

2. Ilir Tinur L. C3,He.1110/1990 adalah milik Hj,Martisa . tﬁ

yang olbrdi dami Ky,Sazdifah (Bukti T.IT.4 dan T.IIa5) H

3. Hahwn tidak beuax peimt 6§,I,3 adalah meruvpakan barta
yang dipersleh sumzsa perkawinan antaxa Termohom I ~
dengnD 400
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dengan Teraohon IL, yang benar zcdolah tanoh don tanguaan
avbagalimina yang terural dalam serilfikat Haok w=114X¥ e,
2135/R. 68,010,155 tahum 1975 ada.ab Milik My.Martinah
yaag 11w 11 uleb By, Mortinah anri Tuanos,zhrul syarir
padz tauhua 1977 Jauvh orbelws Termobon I dan Termehen II
nelangausskan perkawinan gBUkti T.11,6 dan Buktl ?,I1,7);,

4 Bah;; tidale heunzor po2nt 6,1,4. adzlah merupakan harta
yungyang Jiperolwh nennsa perkawinan antara Termahen I
dengan Termehon II, yang bemr.adalah tanah kebun seba-
gz2imana yang tertuang daolam aertifikat Bak wilik He.194,
C8.MNe.133/1983,, adalah milik dard Maxtimah yang dibeld.
gard Saminah {Bukti T,II.8, dan Bukti T,IL.9) ;

5. Bahwa tidak benar peint £a1.556,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19, 20,21,22,22, 23, 24,25, 26,27,28, 29,30, 31,
12,33, 34, 35, 35, 37, 38,30alah barang yang dipercleh aelabwx .

‘1 dalam perkawinan antara Termohez I éungan Tetmohen II,

A knruna barang-barans yang dimakaud oleh Pumohon nulai
garl psint 6.1,5, sampal dengon 38 tléak adh azma sekall ;

[ Bnhy? Texmohon II menolak dengan tegan d4alil Pemohon pads
angka 6.II,1,2,3 dan 4, kareno apa yang diaebut-sebut
oleh ?nm;hnﬁ dalam angka 6,I1.1,2,% Jdan 4 adalah mengadm-
ada dah bqhong sama awkali ;

7. Bahwa dalil permohonan Pomehen pada angka 7 haruslah di-
tolak, karsna dalil permohunan Pemohon poda angka 6,1, dam
II, adlah tldak benar karenn merupakan hayalan dam rekayasa
Jdari Femphon belaka ; .

#, Bahwa 0311l pexmobonap Pemohon pada angka 8 bharuslah di--
tolak, xarena yung dlmohonkaon sita oleh Pemohon adalah
rnilix orang lain divamping dtu b:rang—hgrang yony di-
makaud oleh Furiehon tidak ada sama sekald | .

9, IMabwa ¢214) Pemohon pada angka 9 tidakx akan ditangrapl
oleh Terpohon II, karena yang bterhak menjawabnya =

adalah ...
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analal Terxohen II1 ;

10, kahwa dalfl Femohen pada angka 10 horuslah ditolak, II:a—-;
rena perkawinan antara Terwohon I dan Termobon II telah
sesual dengan peraturnn yang berlaku don telah semepubi
Proseuvural hukum san olsebl roreranya perkawinan ynag di-
lakukan oleh T-t:nanhan I dan Termolun IT tidaklah meru-
pokaa perbuzian yang bertentangan dengan hukum dan oleh
karenasys haruslakb diperziahankan, yang walaupun didalam
pertkara yasgx 1aia Termoboen I telah mengajukan gugatan
ceral tulak terhadap Termenon IT j

11. BKahwz dalil Feoohon padz ongka 11 haruslan ditolak, karsna
tidaw ada alagan nokum unbiuk nengul.julk:nnya, aeb per—
na nonan Prenohon adalzh mengada-ada s2ma aekall g

, 12, J:'I:.‘.-?—I‘H:J ‘1'urn;ohnn I¥ memolak dengan tegas dali: Feohen

1 padz angin 12, karena gugatan reronon tidaok benor dan

tidzk berulasan |

Balg !:erd:oarknn d2111-dal1l yong telabh Termohon II kKepu-
kakan diztas, Termolion II mohon kepada Fengodilan Agama Palep
beng peoerima d2lil-dalil jowaban darl Termobon II dan selanjut-
n¥2 mefdolak permohoman Mernobon uwntuk seluruhaya atau setidak-

Lidzienya menyatakan prrmcbonan Pemobun tidak dapat Jiterima

- keninbzng, batra Mezoobon 11T yong brdir dipereidangmn telah
pecliznn ik jusvmban zecoce liea yong Intinys sebogai berikut o
~ Wrewn, Feeoohon IIT meheszl Kenala Kanter Urusman Agama Koca-

matzn Tlit Tiur 7 swith aeiereek dolan buku Akat Perkawlnan
Lo 19807, r]qn' Lernyata peerndkuhan T_erm?h‘pn --f‘_dl-e:':g‘:m Toxr—
uahgn 11 tiduk “d.-'rnl:‘.ftarl :

- ]i‘.'l.}!'l-fﬂ dalamn Buku Akts Nikab t;.hun 1985 torsebut, tidak ter-
ontat MNomp.Dewl Anwar Bay dan AT,Sycosuddin, buku Hikab ter-
tangenl 22 Juli 1965 1tu bulian atan Hama yang bereangkutan ;

- rb.i_':'.r:.-, bilz pernikahan Terehon I dengas Termohon IHI tidak -

ada s
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26a izan Poligonl, wojar dibotalkan L/j

e
~ Jwenirnbang, hahwa Penshen teloh rmenyompaikan Replik terhadap
Jawahan Ternohon I1 421 Termobon ITI terasebut 3.5 isinya soba-
gai herlkut 1

4. Iahwa Peiobon nenolak dengan keras d2lil-dnlil jawaban Ter—

"‘la

mohon II butif 1 nydhlz karenua tid:ﬁ b;r:laaan hukvm g

Bahwa olah karena Permohon I 4idak menyangkal kebtenaran

gugatan pcrmohanan Penohon, Pemehon mohon Akia dayi Majelia
Haktim ;

Bohwe memangeopl dalib Termohon IT butir 2 dar 3 alinen ke 2.
vany menyebutkan bahwa Termohon I beraintus duda, hal tersebut
adalah nerupakan persekongkolan dan rekaynsa antora Termoben T
2an Twrmohonw I1 untuk menghisdarl agar perxkawinas mexeka ti- g
dak perlu mundapat 1lzin dari Pemohon dan izin dard Fengadilan ;

Manurub hukua, 2papun alz=an dari Termohon IL, yang jelas

apablla seorazg suani Ingin twristeri lebih dari seornrg harus

“ % terTletih dabulu wendapat perastujuan dari istarl lainnya

in casu Pemohon daxm izih dari Pungndilan Agama sebagainann
yang disyarctkan dalau pasal 3 ayat (2) yo pasal 4 ayat (1) ye
pasal 5 ayat (1) Und:hg-Undhng Nomor 1 Tabun 1974 dan pa;al .E
56 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) a Kompilasi Hukum Ialam j -
1lal ini telah dibenarkan pula evleh Termohon III dalam jawaban-
nya asec2ra lean didepan persidangan tanggel 30 Agustus 1997
yang menyatakan perkawviuan antara Termohon I dan Termohen IX
wajib dibatalkan korena’ tidak memenubl ayarpi-syarat ber-
poligami |

Baliva p;rihil adanya dalih Texmohon IT butir 4 alineg ke 2
dapatlah Pemogun tangeepi Wbwa hal itu adalah urusan Terme-
hon I dan Termohen II 4 %
ITatg Jelas dalam kaaua ind Pemohon mengnjukan permohoman

pambatalan perkawinan Namohon X dengan Termohon II dengam

alasan hukum Karuna perkawlnan tersedut tidak menurut ~
Proﬁﬂhau say

L '

[4 -
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proaedur peratuvran perundang-undanyanm yang berlaku , Parhzti-
¥an Replilk Pemohon butir 3 diatos ;

5., Mahon dalih Te¢rwohon II 5.1,2,3,4,5 dikesampingkan saja eleh
Maldelin Bakim karenay bidak beralanan hukmm
Walaupun harta dan berang tersebut atas nopa Ibu kondung Ter-
moron 1I dan atas mama orang lain, namun harta aquo adalah
hart; Terrmohon I dap Terzwhen II selana hidup bersama
Harta dan barang tarsetut dlatas nomakan Ibu kanduag Termohon
T7 dan orarg lain, had) terawbut disengnjas eleh Termshemn II
untuk wenghindari seolah—olab harta/barang tersebut bukan
milik bersama Termohon T dan Termohon IT ;r
Hal ini-akan Pemobon buktikan pada acara pembukilan maxii
FPerihal harta separti yang tersebut dalam butir 6._1.5 Farmo—
honan penbatalan perkawinan Pemohon yang hartanya Termehon I

-

%, dan Termohon Il peloma hidup bersama yaitu hanya banguman —~

rumahnya aaja, sedangkan tapab tidak termasuk !
Bangunan runah terssbut pernah direnovaal dengan hiaya I.L'.lri
guani ‘r".amohon {Termohon I} ;
linl ind Tenonun akan battikon Iodon persidangan yong aken
dztang ;:

6. Mohen dalil Termohon II butdlr 6 don 7 dikessnmpingkan aaja
A4 oleh Majelin Hakim karevha tidak beralasan hukum
Juotzu yang tidak benar adalal Termohon II, Termehon IT vang L
tid:k uau ﬁungnkul harta dan vang sypstii yang Petohon sedut-

kan dalam permoboxan Pemohon adalah tindzkan yang tidak falx ;_:

7. Mohon dalil Termohon II butir 10.11 dan 12 dikesampingkan saja i
'

olah Majelim Hakim karema tidak bernlasan hukum ;

8. Bahwa Pemohon tetep mobonkan kepada Bnjelis Bakxim untuk nélﬂfiﬁ?

takkan sita Jaminan terhadap harta/uang yang Penmshom asbut-

¥kan dalam permobonan Paooboh | !

g, Hahwa FPemohen teutap pada gugatan permohonan Pesbohon tanggal

10 Juld 1997 ; . . :

g

Burdauaxkan_... #
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Ierdasnrkan uralan diatas, mohon kepada Majelis Hokim y:nz_;ensa_

aili perkara ini meoelak Jawzban Termchon II selurubuya

- lMeniobang, b:hwa.Ttrnohon I1I téluh pemyampaikan Duplik terhadap
Replik Penohon’ tersebut yang lainya aub;gai barixut :
— Dohwa, Terwobon III mencabut j:wnban'yang telah diazmpaikan
pada . asidung terdahulu -
- DBahuwa, perzikahan fermohon I dengan Termohon II, tercatat di-
kantor Urusan Agama dengan Homor : 511/95/VII/AX/I.TI/1995 ;

~ Dabwa, pada aAkta ilikah tersebut nictus Termohon I tercatat

dudy

- Henimbang, bzbwa Tewrpoten II telah menyaupaikan Duplik terhadap
Aeplik Femohow, vang ialinya sebagai berikut

5 T Buhwa Termchon II menyatakan tetap pada dalil-dslil jawaban-—

n¥a tanékal 31 Aguatus 1997 wmtuk selurubnya ; .

LRIy T

7 Y42, Bahwa Termohon I1 istap mesclak dz2lil-d=lil balk dalanm per—
mohonan maupun dalan Replik Tzmohoa pada t:ngg:i 9 September

1997 untuk aelurchnya }

3, Babwa Termohon II menclak dengan tegas dalil Heplih Fenohon

pada angka 1, karena 3ddak ada alzosan hukum bagi Pecohox
wntuk mepolak dalil jawabzn Termeohon II darl angka 1 sampai
dengon angla 12

Dabtwa Termohom II menolok dengan tegaa dolil Replik Yemohom

pada angka 2, korena dalil Mepllk Pemchon pada angka 2 tidak '

ads hubungam pada Termohon IT ;

Bahwz Termohoen II meoolak dengan teges d211i) Replik Pe-ohon
pada anglea 3, Fang men&atakan Te;muhou I dan Terxmohen II
telah berszekonghkol daon telab memanipulaal data agor Temobon
I don Permoban II dapat melangoungkan perkavinan tanpa izdw

dari Pemoho% dan izin dari-Pengndilan, vahwa kesiopulan

Pumohon termsbut haruslah ditolak karena kepimpulan tersebut

adalab kweaimpulon yang sepihak darl Pewohon dimana menurut —

hukum ;..
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hukwa %eainpulan depihak $idak dapat dibenartkan

fahwa pasal 3 ayat 2 yo papral 4 ayat 1 ye paezl 5 ayat 1

-Undang--thdang Nonor 1 Tohty 1974 doan po=al 5 ayat 1 yo pamal

5 ayat 1,2 Konpi%aﬁi Hukun Islam yang disebut-ssbut elah
Pumohon adalah tidak dapat dlierapkan dalaxm periara ipdl '“a-
rewa statun Pemnhon 1 pada waktw melangaungkan peraikahan
adalah. beratatus dnda ¢

Fabwa akah halzya ketermngan Termohon IXI yang disampallaw-~
uyn Beoara 1lsan dibadapan persidanghn tanggal iééiéuatun
1997 vang dincbut-suhut oleh Penohon dawm dijadikan Pemohon
cebagai dasaf wntik Membatallkah ‘peérkawingn Antatd Termbhin
I dan Permohon ‘TI'adalah tidak-bedar don $iddk béraidasin® -
karend keterangan darl Termobiod IIT tertanggal 20 Agustus
1997 teiap dioabut kembuli £an§ga1 16 September 1997 ¥arara

B

temyata purhawinan autara Tetmohon T dengzn Texmohon IT

.adalab ayah dax,frreatat atau dloatat eluh Termohon 1IX 3

.’I

Baliwa dalil daplkl Forwboen pada angka 4 hazualah ditolak, untuk
ity Yermobow II tetayp pada dalil Jawsbannya pada cngkad, apa-
1agi Parmohor IIT teiab rencabub kemboli keterangannya pada
Fanggal 30 agustus 1997 duu oleh karenanya pula pnrk:-.w:I;mn
antara Tu.r:gu‘;:.-._t I dengan Tergwmt 1T pada tanggzl 22 Jull

1905 Akta nikgh Ho.511/95/VIT/AK/IT.1/1989 adalzh syah dan
harun dipestafuakan walauwpus Termohun I sendlri telah menga—
Jukun gugalay ocexai terladap Terwohon II di Peugndilan 4 oma
Palewbang

Hahwz Tezmohon-IX genolak denygan tepat dolil Replik: Pamohenm
p;u;_45;43 5 watuk ifte Tewanbon IX tet;p pada dolll jawaham
Permoimn LT pada angita 5.1y 5.2, .53, 5.4 dan 5, 6. (Buxti-
aan Jlzjukan weaodlan)

Pghva Ternohoa, IT nenolak dengan tegas 3altd Raplik Yemehon
pada argka 6 wntws {tu Termshon II tetap pada dalil Jawabax
formolon 1T pada angla ¢ dan 7, dan tldak benar £pa yang
dikatakan oleb Pemohown bahwa Termohon II tidak fair. ltu-

ldnllh sem
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adalah tidak benar, karema tidak mungidn Termohon II akan

mengakul yang memang. tidak.ada ..o

7, Gl et TN tanegmld 80 Yajage

9.. BZ.I.‘??‘I?'_:L Tq;npbiErIIi_m_g‘f_lolqg dengan tegas dalil Replik Pemobon ’i
pa_dg.ang‘.cu 7, karenn dalil,, Tﬁgr{tqhuﬁ il"I_,pada.nngka._,!Q! 11 dam !:
12 adalah benar dan tidak meng:d:x-ada H
10, B:-h'.n Tar'-tohon II menvlax de.lg'-'a tegas dalil Rupll‘:: Prsuh:ml
p'\r]a '-ng;c.. Y daa 9,-...uno.b ;::a[;lnim*la mungkim Pmmdilan .Lg-.u::.a
ol B

}‘a.xanbang ak;\‘n mele takah aih-aed:ng terhadap oblels yang di-

Lty

i R S T o U FAO -5
ik n‘nk._.n 3:Lt.. lt\-rbnbui tdax jélaa dan bohkan tidak adaizame
S - T . A Rz o
gekali : s
s P SR - SR, W B
Derdasarian d:hil-—ualil turnebut diat:m Termobon I1 mohon
Lup'\d'r. FesEaeildn Aghma Palomtang menerim da}il-dalil Duplix 3w

PN ST L 128 CESPEITTT I §.4
dalil'd1li1 “Janiatan: BAEE T ohon 13 fangtal 30 Agustus 1997 dan

Ty gtk ERS £ | . k-

uu.z.ljutn_(-; “Henolak pvlmonow_h Pu ohon untvk aeluxuh:ya atau se—

% A o _
_'r:'.-t' Henjubang, talwe Pl..i.luhu!'l telah men,g-'gu]c._n surct-surat bhuxti ke-

ol

« tadak +id._k~ua ni:aay::‘{;xf:m -]':-i.'-j.r.iulién:':[ Pemohon tldnk dapat diterim

PR MR S T

i vpan peraidangan y:_'.:l.tu 1
s 1 o
1, Surat hikah Nobor,105/1970 +anceal 18 Agustus 1970 diberk
i R R SIS e oo B

1y A

Ludu I' 1 1 |

. J 4 <. L3 rat l, e al Lo ‘.1‘-.' 8w

2. Surat Akta lelhhirau Ho 23&/25;»/13 I. 4/1997 tanggal 21 Aprid

97 dlbt'll kovde P, 2 }
3. burqt hnta hulah;ran No. 5574/3/»11/1993 tanggal 19 Ju‘i 1993
T 3 PE
diberl koke P 21

(e N - . Liu marn

4s Surat Lutipan Akta Nikah Hn.ﬁ11/95/V’I/AR/IT 1/85 tangga.

a2 Juli 1945 siterd kodo Pug

b )

5. ournt Jaualnn ftn.mol.:on Il dal::m perkara l'lo &5/?&;/1997}},1;.

-
by

g Detlrlarm ioadl
dibari kodu P51 .
« Bahua eaksi perll) uepn l P ] . eauet 4L XA

6, Surnt Akta. Jusl beld uo.;z/lgus tnnggnl 26 L‘untun 1953 dibo~
d J‘ 'p_h'lﬂ. tahvm 1(.--1" [LOR t Ee’ A-| 4H .

rl kode P, 5[_

; bis H,Mubsi SN T LA & &7 o enily Y. @oR
1.’311;:-;.{ j'ori:?ra :"L,ie';a':..;.. Jul beli ..ebidanx tanabh bak mildk
Na, 10976/20 Ilix edbers kouu .7 4 .
o LA

0, Suzat Sertlfikat hak milik rum:h Yo, 2135/R.Gb 1155/19?0 ii-
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bori kods P.8 ' !

9, Gupal Awta judl heli Mo.195/Kec.Clb/19%0 tanrml 12 Mopen-
per 1990 Aiberd kode P9

10, Surat SvDtifikit hak ailix'Fo,194 diberl kode P.9,1:% ! .

- Meninbang, bahwa selain swmt-anrat huktd dlatas, Pemohon lga

-

munrhnda}kau agkai ﬂsti yang telah meaerangkan diatas suspan
H
didepun ]:eraldangnn, rn"'sihg—n'ming odalah 1

1. Yulidarz piati Daryasnlnm, weur 32 tanuz, beragama Ialan,

pekerjoan ﬂirquy?Pta, hertempat tinggal di Rumab Suaun Rk
48 Lantai IY Xeluraman 26 Ilir Keoamatax Ilir Barat I Kedja
Palerbang, nene;angkan pebagal- - pexrdlkut t

- Bahwa sakal kenallPuméhon, Ternobhon T din Te}nohon IT

— Bahwa Pemohon don Termchon I adalah suami-isteri dan belim

poroah bercerai sampal sckarany |

Dnhwa aakei pernah detgar Terwohon I kawinm lagl dﬁngan
Terimohom IT tapi aaksi tidak vahu persls pulnksana..annya :
-« _ Fahwa 3akei juga kemal dengan keluarga daxn Tarmohon II, -
et 3a?a}_ﬂqunn nyah-ibunya.hian duly xaadaax hi{ﬁpﬁ;f bii?a— ;

hiana saja, belum punya mobfl, tapl ibunya auvdsh berjuilam

. a8

.. Bmae g
B i - U 4 T s,

~ Dahwa, aaksi bpernah hekurda 41 Hotel Timbul Jaya seiitar
+a hun 1995 dan di tugnsi sebagal kaalr, Jdan hanilaya asa-
'I-ti‘tnr Rp.150 000,-~ estiap malan disstexkan kepada Poito—
T pon I E
' - '3311\4'&., menvreut pengamatan sakwi kebidupan Twrmehon I ouvkup

mywah setwlub kawln dengan Texrohon T

Iahwa ezkni parnah deugzr, Termohon IX beli rusah di s,

4,5'pn3; %ahun.¥995 peharga Hp,160.000,000,~- lebih j

2 Auvar in H«Emhain. wur 35 tahun. beragacn Inlam, pnkerjaal

Hiraovanta. bcrtunpat tinggal di Jalan Tanjumg Siapi-api 'i

Rt.15 Ho.417 Zalurahan Sukarani, Kacamatan 3ukarnn1 Xodya

(’a . Lo T
Palumdang, munurangknn setagad barikub 1 '
+ =:BAbWA ses
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A

Dahwa, aakal kenal dengan Peoohon dan Termobon I auhngniﬁ -
suaial isteri awjok tahun 1980,_Q;n soksl belun pernah dengar
Termohon I bercurzi dengan Pemo@on 5

Batwa, paksi Yugn kenzl dengan Temmohon 1I sejzk tahun 1985
avbzpnl iamteri Tormohon I, tapl saksi tidak tabu tentang pe-
lakaanaan perkawinannyz

Bubwa, szkol pernon bekerja sebagnl karyzwan padz Perusahaan
e .

Tirabul J:ya-milik Termohon 1 pada tahun 1982 gaopai tahun
1985, kenudian atas kehendzk pzknl sendiri, sekei berhenti

kerja, karem oenua tugas—tugos ockal dlambil alibh oleh Tex—
B i : AT

B oI a

A

Lf} 3 ol O LR . . iR el b T TR e
Bzhwa, awjok sakel kennl Tormobon I, aalksl tzbu Tersohon I

" ¢elah peniliki Perusabann Tinbwl Jaya, svdab eda 2 bush rumah

.,

e "‘\

>y

RS
-1

f

gl Jzlan Basuki Matmat, punyd rumah gedung di Fertapati, da;
juga =2dz2 harta éi Janbi ;

Bahwa, keiika a¥ai moolh Yerja 0l Perusahazs Termohon I,

arkai pernch keleuwpat kedionan kelusrgs Termobon XI, dan saksi

iabu gitunsl kehidupan kelucrga Termahon I1, orang tunnya
juzlan Fuae di kaki 1lima ai Poozr 16 Falenbang, beluw punya

mohil H

- P=bwva, kemdzap kehidupan Termobon II teru kelibatan menlngkat,

seJak Temchon II menjzdl feterd Tvrpohon I j

vl e

3. Matarodda bin Martaropa, wmuz 25 txbun, beragama Ialam, prker-
€y -

Jann Swasta, burteppat tipggal di JalandTah: Laut Xe.34 Rt.08

Kelurahan Xertapati, Xoearatin Sebvrang Ulu I Palupbang, mene—

zangkan sebagal berikut i

- Babua anksl keaal dengan Termohon 1 subagai isteri Trrnnbon_g.

- Dabwa make) purnah beker)a ai Ferusahaan Termghon I Tabun 1990-

Babwa saksl kenzl dengan Yermobon 1 sejak tahun 1987, .dan
M AT 3 A A

- « “'l.
R A TE -

—Yy fi-’.

kenalpygs dengan Yenoton sebagal isteri Termobon I, dan mokel

tidak perhah mendengar Pemohon berpisczh dengan Termohon I 3
tapl tid:%.tnhu kapha nlkahnya )

yaitu sas’
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LI ¢ Q\ ‘,‘II
NSV
LT e

o
yaitu di Loket Timbll Jayn 61 EKsriapati, dan saksi dipercara

untuk mete¥ ldng kepida Termohbn IT- sebesar Rp,4.000,000,% - -_I

perha'rf;" GekkahBiauruh wetsT ke Teknning privadi’ ‘?er'moho: T

&4 DET JalanAdTabt:7 Ulu)l:aninering d1 suruh seter pada- ta=~ |

pungen BTMASKOT ninira} RAp.100.000,~ 1~ ! i
~ DN=hwa, maksi® tahu kezdaan kelunrgm Termahon II bigaa-biaan

eajz, sedangkan Termohon IL agjak Jadd daterl Jermohon I Kew op

hicdupan cukup mewa

4, Selys® binti Salvun, uwur &7 ichun, bergam: Islam, pekardzan
buruh, bertenpat lnggel ¢i Jalan Swadaya Loreong Sukadamna IT

No,045 A. Fravurshan Talumys Avan Yeecamztan Ilir Tipur II Palewn-
- b1

bt l-‘.‘l-‘."lu].':l!.b"'r(:ln e pni berlkat
- lohwx, chkglvptdah lava kera® dehgen Termohon T kazens bete

Letange; dan vetelsh Teraobon I kawin dengan Lexmoron IT-

selol _berkerin sebegai Pesbantu mwzb tangganyalg .
- \..__./

. \“. Iadwa wokpi kenal®Pewvheon dan Feuohon oerdnyr doitang awbil
= :\ . - ‘
A uank belanjaidaris Ternohon I dan anak=inskuys ¥ T

- }nahua',-'f bakod: olifnh 12 kel Ibil d%a° a¥hh’ TeXnohbn 115 Varens |
b pakofAubedlm JAds penbantu,r dulu berjuilzan df Pasart 16, -4bd"
Termohon'IT dulir junlan Eusd 34 koled 13wmn, seXarohy sudsh pu-.
nya Toko yaltu Tokec Proa Kursla @i:Pasar 16 3
- Imhw s,-‘:'.-l-is'i “tical taku perlnvirgn Termohon I dengen ?ernﬁhon _
1T, bapftn’fugds tentang hacta~hortanya,: ":,":ipi dari kendasn ¢
¥ehddupan tislasd-hari kehidvpan Terniohen IX sekaxang labth
anik daxd Mdadasnmyn duln g e Cos
5 Murtin ‘bintl Irimownaité) umur 50 tabun, deragama Islam;: pekers ?
-Jann degang, barkenpat, tinggal di Tobm Laut Rt.8 R, ) Yelurahan
Kevtapu bl k.uq;\.g;:i‘bn.n:__b'i.-b‘:;:an; Win I Palemtung, menerangkan se-
beged bexduboy. . S
- Tatwa,.sckel, kepal Termohon I sejok tabm 1976 di Taba Daut
Kertapatd, @an kel Jugn dsdigan Yewohon oobagal lsterl Ter-
uohiota I Gan ].h.'_J;Lﬂ: sernak be}‘-cemi pampal sekarang
~ Bahwa “ve
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~ Bahwa zakoi Yewal dengap Terwohon II aejak Termohonm IT
3808 iateri Tvrmohon I, dan Termonen II sering borada di-
Loket Tiwbul Jaya, eedangkad saksi Juslanp tapi maksi ti-
dak tabu tontang pernikaban Termohom T dengan Tcrnoha?:;l ’_
-~ Hahwa wakbu baru kaswdn dulu, Termohen II keadazn bidum?yx

biasa~blasa sajd) tapl sekarang sudah mowah;

6, Indrawatd bintiiB,Zaind, wmur 21 tohua, beragana. Islan, sexer-
Jann Pahasiewvi, btertemrpat tinggal.di Permata Biru No,16 Hoek
- D Ho 8- Eedurahan Flaju Damt Fecamatan Seborang Ulu II Pa~ ﬁ
‘lenbang; -mensvrongkan aobagadl berikut A ;E
~pBabwz maksl:kenal Pemohon dop Termohon I sobagal:svami
interl ;
~ Hahwa sakoeld kKenal Termohen IT sejak keoll kareaa maksi
-dulu bertstangga di Km,5, tapl tahua 1995, rumah sakai
“di bell, Turwohon II, sakel tidak tahu perkawinan Tarmo-
wor IT.dengon Lormehon I j T=v
'i;;'ﬁ — Dahwa aakai tahu bziul keadana kehidupan Fermohon Ii BE—.
xulugrga dulw, oxang tu;_Termphun IT jualan Fwap pakad
neja, belum punya nobil} rpn:hnya sedurhama =aja, aangat
beda dengan keadh#n,hidup Tarnohon II aukﬁrang deil 3 ., .
- Bahwa sakal pernab Xerja ascbagai kasir pada ¥ erusahian
Timbul Jaya, saksi tahu penghasilan perhari sekitar
Ryp,000,000,~omua dlsviorkan kepada Termohon IX, hanyx
RP.20.000,~, dimlsikan untuk binya ruwah tangga |
- o Dahwa rumah;yang ditell Termohor II 1tu beralamat di-

Jalan Sudizman Bo,612 dongan hargn Rp,10Q,000,000,~1ebih }-

» Menimbang, tatwa ‘Te rooton II teleh mengajukan purat-surat
buktl kedopan peraidangan, yaitu -
1. Surat Kubipan Akto Nikah No,511/25/VII/AK/IT.1/85 dlberd o
xode T.Iz.ilg ; !
5, Durat Sertifikat bak milik Ko,856/R/T/16 I1ir.G3, ddbers

koda T.IX,2.4 3. Gura '._wrd
- Y ¥}
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Burnt Akta jusl bedi ¥o.72/1908.- dibeyd kedw T,IL,3 § =~

. Surzt Seytifikat hek nilik No,10976/20 I1ir I.G8,Ne.1118/

1990 diberi kode T.II.4 ; I

Surst hetz jual beld Ma.338/57/IP.1/1995. eiterd kede T.EL.5
Surat Sertifik-t hak »ilik Ro.2135/R.GS5.¥e.1155/1975, dibari-
Yode T, 6 ;

Surat Axtn Jund belf ¥o.114/1977, diverd kode T.IX,7 ;

Jorat dertlslat hak milik We.194,588Ne,133/1993, diberl”

rode M.IT.H

Surat Akta jusl bull Nu.195/Xec,C13/1990, dibteri kedo T.II1.9 ;
Surst DFCR.Teyota F5.2522 MI -tanggal 5 Jull 1995, diderd

kode 'P.AT.10 :

Surat Sertilfllkad bak nllik Ne,12, dibexl keda T.II,11

Surat Akta Jual weli 50.295/1988 tangeal 2-3-1988. dibe

eda T.II N2 |

/ "-:11;5. Serat akta biba 30.27/5/18,1/1990 4aagpal 20-2-1990.diberdi-
;%“ﬁ Yodv T.11.13 ; :
’h‘,. Surat Xartn Anggetu CMARL No.S5576/Kw.ITI/PPHA/1993, diberi-
__i_ L o ode T.IX,14
15, Surmt -STUK.He ,0092112%/1956 tanggal 15-9-1995. diberd kede-
PILAR ;
16 Surat Reberangan Pendactaran @eng Izin tempat ubasa He,173/
PUL/1992 tanggel 24 Desenter 1992, Allers kede T.II,16
17. Surat Irim Usabs Pecoangan Ne, 3781 /06-3/2-M/X11/1986, ui-
heri kovde T II.17 |
48, Surat guputusan_palik.tz.nzdyi XDH,Tx.II Palentang tanggal..:

29-9-1986 Ne,3040/12/PP/¥k. Aiberl xede T.II.18

~ Muoimbapg, balws sslain surat-aurat -bukti dimtas, Texrmehon IT

tulal wengladapgan u:'isz.si—.u;u':u.l Wwdopan pursldangan yang~telah

wenbarian fotqd mnséi.!_; dlatas moipah, maaing-masing adalahb 3

1. J.l-:::li-:n bauki Durnas, wur 36 takus, beragawsas Islam, pekar-
jaan Iha raman tangga, buertespat tinggal di Lerong Komuming-
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Swntu He, 5700 Bt, 3 Koelurnhun Ariv Femwiiang RKecamztun Ilire

Dinur I feleambaoa, yanup keleiehgKul sevagti berikut o

~ Sxatedny mitod Sértetauéku cenpan Terzehon 1I 5

- by, vnend Lahu-i(ul.a df K, 5 yung ada Merk LIPT, (Kopputer)
lte wilix Hy. irotina dibeli dard Tbu Fadlu=, éen saksi per—
any 2irat surzt Rertilicateys stas rapa hartiag

- debwa, cnbul tabu peraivskain Terrehor 1T demgan Tormehon T
21 runse '.[‘.:I.‘..:L‘c.nlll wi dn,5H, dun sokol 1imat owkad slkohays
ey d;h:dirl vrany banysr ; ’

~ Zoiwa, Iu»;'teln.mn;;:: :.ssu'.s.‘l. Jugz oudab kuanl Tewmshou I, tapl
arabzt. Lomnonen I opuniya deierd atoa tidak, aaksl tidak tabu g

- L2y Segak denal Jenpat Welvarga Texrmehon II, saksd lihat -
Gl 2P mmzpl ferdogans Enas, temvdlan bell Toke sscara kengai

vexrblispor ;

2, Muani arifim bis B.Arifin, wur 48 tahum, bLeragoms Islan,

puksr;jan'n PHY, bertempat tinggal di Jolan Suparman Lexemg

Amal 4 fog13u8 Ri.T Bw.24 Kelurahas Pipa Rejx, Sekip Ujuag

chamgtan Ilir Yiaux I Palewbong, yang menerangkar nebagal

peedkut 3

~ Ranwa sakol cdalah bercanl dari sstu kappumg dengan Terme-
hen IT } _ y

~ linhwa, ketika wikah Yermohed TI dungan Termohen I sakal
tidoy ladlr kayena tidok gluwneang §

- Ba.nw:n, anxsi temwan kopgmi beli Teke Mas di 16 {lir versama-
Sartipa uah Bueaisi

- Snbwy, sebvluw beli Teie telsebul, Fartine sudaek bourjualan
Daas di kaki lien daerah Tengkuruk Permal )

-3, XnoMustefa blu Iﬁs.ﬂ.ﬁnnn:; Abdvl Kadip, umur 64 tahwa, bara~
gasa Islan, pekerjasn Pensiumam INS, bertempat tiuggal 41 -
Lorong Xunpe Barayon Ne.5 Rb.6 Keluraban 23 Ildr Keoanatan,

Ilir Barat I Palembang, ynng menerﬂagkan sebagal berikut

- i
- E:l'h\n Py :

M
- i
' P

.
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~ Jahwa sa¥sl Xensl dengen Mermohon I seksluarga, ﬁi-on.{
dulu debelim tarun 19;{5,' Tﬁers‘i-'.‘. ayewa di rumah sTang tua
ankni arlama 16 tahuny dan pada tahu=z 7973 tersebud mereka
T.\inﬂn‘{_x' ¥o Un,5 -

- Pibwa umal dl K5 1tu dibadd idartiva dari R,iyu demiwah

dan diret % dltenpatl sueypud oekarong

4, rmiruddin bin Tamin, umur 59 tahun, beragama Islan, pekerjaay
“n Wi ppwasta)t bertenpat dinggal di Jalah Peltu Tulus Yahya RE,
17 ¥e,4B R¥, 5. KoYura¥an 2 il"lr Kecamataz I1ir Tidur IT Palem
banE yang eeneratigkan sebagail berikut :
— Bahwa, sakpsi kenal Termohon I dan Texrmehen II, karena asks:
hadir ketika parnikabannya sebagai saksi Nikah, dan dalam
" murat-surad mebagal syhrat-asyarat dilaksanakan nikrah waktu
1tu teroantum siatus Termehen I adaliah duda g
=~ Babwa, eazalzh harta-harin Termeher II dam Termehen I,

onkal tidak tahm ;

= plenimbang, btahwa Pemehen dan Termohen II telah menyanmpaikan ke-
pimpwlannya maaing-masing dalam mamalah Indl yangy pada pesXekmya,
paik Pemshon mnupun Termshon TI tetap pada pendirinanya Asiingt
pedangkan Temshoen T yang $1dak pernah hadiy, dar Turmehsn ITIT
mnya hadir duay kall peraildangan, kemudiar tidak;pernsh hzdir-

i1azi, teroyata tldak menyampalkan kesimpulan dalam.perkars ini

— Menimpang, Bahwa balk Pemehnan, maupuh Tersohes IT tidgk'!’i&in}ﬂ'&

xan oukup dengan keterangan-keteranganmya dan tldak dkan‘wsdyx

padkdn seamatu spapun lagl}“din mehen putusen Pengadilan

- Menfimbang, bahwva uzbuk¥ munyingkat uraisn putusan ini, maka LYY
sadudtu yapg btevoatat dulam berdits acara peraldangan perkam i

dinyatakes ‘metupakan baglan yang vldak terpisahkasn darl putnss

1] i

ind g \
TRITARG HIKNYA e

- Mprinbang, bahwa unksoud dan tujuvam permohernan Pemohon selagailr
divuraikan Jdiatae ) - 2 Menimbang .
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~ Feaimbanyg, babwa azha nendarsikan kedus belab »ibak telql Li-

jakukan esbagaiszng wastinyas, nzmum tidak bexhasil ;

~ Menisbang, babwa ketldak hadiran Texzehew 1 kedepan peraldangan
varg tuluh uip:nguil veoara resnl dap patut, dopat dinlimd wunwa
Termeion I tidak akan ncupurgunaknn hak baztahasnya, karvnenya

tarn rtl pula, Termshen I {elah mcubenarkan alaszg-alasan yary

dikguukakan lexeken dalam perkara imi |

- Menizobang, balma darl jawaban-Jawaban Torwshen II danm Termeien
III yang disampaixeu diperaidanga=, dan tidak adaswya bazntahan
dari Termohen I, dan dilkuatkan pula €esngan surat-smurat bdukti

~yang diberi keda F,4 ddnu T, IT,I serta keterangan saksl darpi
Termaton II bermima ! Apiruddin, torbuktl adamynpelaksanaan perw
kawinan antara Termehss I dungan %hrnehon II, yang dilaksamaka

di Pnltmbnn; pada tainggal 22 Juli 1985

ewimbang, huhwa berdaaarkan surat bukti yaorx diberd koda P, 4 1

aan keteranpan unan srang sakadl d:ni Pemohan, terbukti Termohon I
Iy
ssbelum melakmarakan perkawinan deﬂrnﬂ Termshen XI, adn nmeopu-

—

nyal icterd yvaitn Pamohen yang telu: permah berceral aanpal se-
karany ini, maka berartl perkawl=man Termohon I danzan Tarashom Il

adalah poxkawindhs Poligani ;

- Menimbang, bubwa bordasarien kelencuan pasal 3.4.5. Uadang-
Undamg Homer 1 T&‘uw 1974 yadta pumal 56 dam 53 Konplla:i Iulcum
Islam, maka peckawinagg Pellgunl tezsebut,;neysyyzaya dwmu dapat
dllaksonelkan apabila telad wemunubi peTsyaratan avtazra lala -

perastujuan darl lateri {Frmokan) dan lzim dard fuﬁkadilnn .

- Menimbang, hahw? terayata peurkawinan Termehon T dengan Termohen
IT tolah_dilakuanakan tanpa ngmu:uhi ketenbvan panal 3.4.5,

Uidanc-Undan; Honor 1 Tahum 1974. yunte pasal 56 dan 58 XKempi-

e — i

1asl Hukus Islam heraobut, “arsnanys berdasarkan pnupl 22 dan
S .

— e —

24 U:darg-Undang Hemsr 1 Tahun 1974 yunts pamal 71 Ionpilaui -
/____.-;-F'-—_‘__-'—

e

T

Halom ... o
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Puokum Isilan, nakz perkowinan tersebut dapat d{Panlknn 7
P SRS

= Henimbong, bahwa karena perkawiaan teractut Jibatalkan, maks
ourat Kutipan Akia Hikah MNower : 115/95/VII/AR/IT,I/BY tanggal
22 Juli 1505 yunéldikalunrkan ¥nnter Urusan Agama Xecamatanalliry

Timur I Palembang dinyatakan tidak berlaku daw tidak menpunyail

kcku:tan.hukum, serta tidak mengkltapihak-pihak yang beraang-

kutan i

- Mgnirtang, bahwa byrdasarkan pertimbangan-pertimbangan dictas,
paka keberatza-keberatan yang ldeemukakan Termebon II yang e~
nyatakan Tecmehen I beratatua duda sehingga tidak diperiﬁkan

presedur perkawinan Poligan}, tidak perlu dipertisbangkan lagi | .

= Menimblang, balng: purmehonan Pemehon sepanjang menyangkut harta,

qernyata kesslusrubannya dJihantah eleh Lermehen II yang menyata—

-

.\
:?ﬂlknn kabwn horts-harta teraebtut oukan hatia beraanm., tapi sebda-

" %dlan hak milik Ry, Martina, dan sebagian lagi tidak ada, eleh

4 kantena 1tun berdasarkan ?aﬂnl 283 Kbg., FPcushen dibebankan wajid sn
buktl ; {/

— Menimbang, bahwa terbadap borta-harta yang tercantum pada Hecorer :
6,1.1.2.3.4, aurat perwohsnan, terhyzta Femohon telah mengaju—
‘kan surat-surat bukti yang diberi kode P,6, P,7, P.B, P,9, dnn
surail-avural bUkti‘ynng aama, Juga disjukan aleh Termoben IT ku-
depan peraidabgan yang diberi{ kede T.XI,3, 7.II,4, T,IL,S, T, IL.9,
dan dari aurat-surat buktl tersebet, ternyata pula_b:rta-harta .
itu terecatat gtns Nama Ny:Martin; avboaygal pendliknyz, elen xa-

renn 1tu, berarti dalam masalab batta tersebut terdapat eseng—

keta Yepomllikan dan berdasarkan panal B Undang—Undahg;ynnor T
Tahun 1989, maka penyslesaiamnya harva dinelesazikan terlpbih

dzhulu  d4 Pangadilan Umum, karemany: dlayataksn tidak ditarima

i
~ Meuinbang, balhwa pelgenal harta-harta yang twroantus pada Nemsx:

G.i.S sanpai dengan 38 dan Nomer: 6.I1,1.2,3.4, surat permeheiany

'I'!'-.I.l.'.‘l.upm a ..o
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- Feuinbang, balwa becwesacbian posal of wadong-Undzong Horer 7
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Lo obem g

darleperhzticds Beneg oottt e Loameny g TIRRI2Y) AN yang
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MR G ADYL L

1. diemerimn dan menf2bulkan jedushobzn desernen selbaglan

2. Yenyatakan batal pervhawiman Yermohon 'I__n'['..:ynmuud_d_in bin Taleg
e tian T:.:mohon I1 Dewi anwor Bay int: anmar By, yony di-
13‘;crjannkah d4 ¥alsubang pada tamggnl 22 Juli 1985 ;

3. I'ir::‘ny:\;t.:':knn surat Kutipan Akta Nikah Hover 1 511/95/VII/AN/
IT.I/L‘.‘;‘; tangpal 22 Jull 1965 ying Jikeluarkan KEauter Lrusan

A amn hecamatan 1lir Wiuur 1 Foleobnng, Lionk Uberlagu dan-

tidar . -.
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PUTUSAN

REG. NO. 411 K/IAG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa dalam lingkal kasasi telalh mengambil pulusan sebagai
berikul dalam perkara ;
DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, bertempat
tinggal di Jalan AKBP H.Umar No. 5731, RIL.3, Ario
Kermuning Palembang, dalam hal ini memberi kuasa
kepada NASRULLAH SALEH,SH. dan R.HARA
SIAGIAN,SH. Pengacara/Penasehal Hukum berkantor
di JI. Bukil Kecil, Lrg. Bakti No. 115 RL.04, Rw.02,
| Palembang berdasarkan Sural Kuasa Khusus tanggal
16 juli 1998, Pemohon Kasasi dahulu  Termchon
II/Pembanding ;
melawan :
1. NURAINI BINTI CIK ON!, berlempal {inggal di Jalan
Forka | R1.13 Rw.5 No. 521, Kelurahan Cgan Baru
Kerla;-)lali Palembang ;
2. A.T. SYAMSUDDIN BIN TALEGA, bertempat tinggal
di Jalan Letkol Iskandar No 34 RUL10 Rw.03
Palembang, dalam hal ini memburi kuasa kepada
M.DIIAI\_J ALAM PURA SH. dan- DARPENDISH.
Pengac.aralPenasehat Hukum, berkantor di Jalan

H.Fagih Usman No. 379, RL36 Uli palembang,
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mr

perdasarkan Surat Kuasa Khusus langgal 5 Juli
1997 ,

3. PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA Cq.
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Cq KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
SUMATERA  SELATAN  Cg.  KANTOR  DE-
PARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PALEMBANG,
Cq. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR
TIMUR | KODYA PALEMBANG, beralamal di Jalan
Mayor Sanloso Kamboja Palembang, Para
Termohon Kasasi dahulu Pemochon, Termohon |,
Termohon [l Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat sural-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari sural-sural lersebut ternyata bahwa
sekarang lermohon kasast sebagai pemahon, termohon | dan il telah
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan alas sekarang
pemohon kasasi sebagai lermchon [l dimuka persidangan Pengadilan
Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Bahwa pemohon adalah isteri sah lermohoen | menikah pada tabun
1970 sesuai dengan buku nikah No. 105/1970 tanggal 18 Agustus 1570 ;

Bahwa hasil dari perkawinan pemohon d-engan lermchon | telah
dikaruniai 2 (dua) orang :-anak yaitu salu Jaki-laki dan salu perempuan : 1.
Muhammad Nurdin, 2. Yuli-hsfinah : |

Bahwa antara pemohon dengan termohon | sampai sekarang

masih tetap sebagai suami isleri yang sah ;
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Bahwa pehohon tidak meduga sama sekal termahen 1 telah kawin
lagi dengan perempuan yeng bernama Dew Anwar Bay binti Anwar Bay
{termohon I!) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah No. S511/95NVIVAR/T /85 yang dikeluarkan oleh
Kanlor Urusan Agama Kecamatan llir Timur | Kotamadya Palembang
(termohon ll/turut termohon) tanpa prosedur Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat

1. Pasal 6 ayal 1 Undang-undang Nomeor 1 tahun 1974 dan pasal 56 ayal

e ———E

1. Pas_al 58 ayat 1.a Kompilasi Hukum |slam ;
Bahwa menurut pasal 8 Undnag-undang_ No. 1 1ahun 1974 seorang

msih terikat lali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuapli_-dalam hal yang tersebul pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-
Undang Nc. 1 tahun- 1974, bahwa berdasarkan halyang diuraikan oleh
ﬁemohon lersebut diatas, telah cukup alasan uniuk membatalkan
perkawinan antara termohon | dengan termohon Il ;

Bahwa menural penelitian pemohon selama termohon | dan
termchon 1l hidup bersama, termohon | telah banyak mengumpulkan
harta yang sekarang dikL;asai oleh termohon Il dan keluarganya jika
ditaksir nilai‘harga sejumlah Rp.1.337.120.000,- (salu milyar liga ratus
tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dengan
jelas dalam surat gugatan point 6 ;

Bahwa selain harta {ersebut masih ada lagi vang simpanan
termohon 1l yang berasal dari hasil CV Timbul Jaya dan Kas Kantor dan
Hotel yang berupa tabungan :

1. Tabungan termochon il di Bank Pasific Cabang Palembang sebesar

Rp.100.000.000, -
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-

2. Tabungan Te‘rmohon I v Bank Tamara Cabang Palembang
Rp.25.000.000,-

3. Tabungan lermohon Il di Bank Rakyat Indonesia Seberang Ulu | dan
Letkol Iskandar Palembang sebesar Rp. 75.000 000, -

4. Uang Kas Kantor dan Hotel yang diambil oleh termchon |l seliap
bulannya sebesar Rp.600.000,- selama 11 tahun 2 bulan {1985 s/d
Pebruari 1997) = Rp.G00.C00,- x 11 tahun 2 bulan = Rp.80.400.000, -

{delapan puluh jula empal ralus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hukum pemechon berhak menuntut agar harta

termohon | yang dikuasai oleh termohon |i dan keluarganya tersebut J

P "

pada bulir 6.1. 1l dikembazlikan kepada pemiliknya yailu pemechon dan
termohon | ;
Bahwa permohon sangal khawatir harta termohon | yang dikuasai

oleh termohon il dan keluarganya dipindah tanganfdijualkan kepada

orang lain atau pihak ketiga, pemohon mohen kepada Pengaditan AgamaL‘

Palembang uniuk diletakkan sila jaminan (Conservatoir Beslag)
terhadap harta butir 6.1 dan | diatas ;

Bahwa perbuatan hukum termohon { dan W yang lelah
melangsungkan perkawinan lappa seizin Pengadilan Agama adalah
merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan begitu pula
perbuatan hukum termohon Nl {turut termahon) yr;mg mengeluarkan Buku

Nikah antara terrnohon | dengan termohon It yang bertenlangan dengan

%

hukum yang berlaku ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pernochon mohon

kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan

sebagai berikut :
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1. Mengabulkan dan menerima permohonan pemohon seluruhnya

2. Membatalkan perkawinan termochon | dengan Termohon 1l yang
dilaksanakan di Pal'em.bang pada langgal 22 Juli 1985 Kulipan Akta
Nikah No. 511/95/VII/AB/IT 1795 !

3. Menyalakan harla-harta seperli yang lersebul dalam posila
permohonan pemochon butic 61, | adalah harla bersama Pemohon
dengan Termohon |,

4. Menghukum termohon |l atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya untuk menyerahkan seluruh harla seperli yang tersebul
dalam posita permohonan pemohon bulir 6.1, 1l kepada pemohon dan
termohon | segera sekaligus dan seketika ;

5. Menghukum {ermohon Il {lurut termohon) untuk menlaali keputusan
ini;

6. Menyalakan sah dan berharga sita jaminan (Conservaloir Beslag}
yang ditetakkan oleh Juru Sila Pengadilan Agama Palembang ;

7. Menysatakan bahwa pulusan ini dapal dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

8 Menghukum termohon I, H dan termohon NAurut termohon secara
tanggung renteng untuk mebayar biaya perkara yang tlirbul dalam
perkara i ;

Atau sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama palermbang cq. Majelis

hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama
DR SRR SR oo b RHERRYR PSP

286/Pdt.G/1997/PA.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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pulusan atau Penetapan Pengadilan Tingkal Banding atau tingkal

terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penenmaan memori kasasi

yeng memuat alasan-alesannya, serta penenmaan surat jawaban
lerhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-
tenggang wakluy sebagaimana kelenluan Undang-Undang Mahkamah

Agung lersebul ;

Menimbang, bahwa permohcnan kasasi a quo beserla alasan-
alasanya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dangan saksama
diajukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara yang ditentukan
Undang-Undang, ma.ké._pleh karena itu permohonan kasasi tersebut
formil dapat dilerima ;

Menimbang, bahwa keberalan-keberatan yang diajukan oleh
pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
1. Bahwa putusan Pengadilan Tingg: Agama Palembang tanggal G Mej

1988 No. 15/Pdt.G/1938/PTA.Plg haruslah dibatalkan, karena
putusan tersebut telah safah dalam pertimbangan hukumnya, dimana
Pengaditan Tinggi Agar;'ia Palembang berkesimpulan pengakuan
duda terhadap diri AT.Samsyudin dengan adanya pengakuan
tersebul maka pemohon kasasi/termohon |l dapat menerima dan
melaksanakan perkawinan dan didaftarkanpada Kantor Urusan
Agama Palembang sebagaimana bukti T.11.1;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palen:lbang tanggal 6 Mei
1998 harus dibatalkan karena keliru dalam pertimbangan hukumnya,
dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidal; memper-
timbangkan dan memperhalikan bukli-bukii yang diajukan oleh
pemohon kasast/lermohon |l oleh karena putusan tersebul telah
bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 27
aya_[ti ‘.JE’ Kampilasi Hukgr_r! _!__sl_a_rp_ pasal 72 ayat 3 ;

¥
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3. Bahwe pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang
lelq@_g_!gﬁ_dab_Le_litu___dimana turut termohaon kasasi/termohon |
sebelum melangsungkan perkawinan lelah mengajukan 1zin unluk
menikah lagi (poﬁgamil) pada Pengadilan Agama Palembang dengan
Nomor : 80/P/1980 dan diputuskan pada tanggal 22 Juli 1980 dengan
adanya penclapan tersebut berarti perkawinan anlara pemochon
kasasiftermohon |l dengan lurul termohen kasasiftermohon | adalah
sah ;

iMienimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini lidak dapat dibenarkan karena Pengadiian
Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberalan ad. 2 :

Bahwa keberalan inipun tidak dapal dibenarkan karena Pengadilan
Tinggi Agama Palembang lidak salah menerapkan hukum, lagi pua hal
ini mengenai penilaian hasil pempuktian yang bersifal penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal mana lidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan alau ada kesalahan
_dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung
Indonesia (Undang-Undang No. 14 tahun 1885) ;

Mengenai keberalan ad. 3 :

Bahwa keberatan ini, juga tidak dapat dibenarkan'karena hal ini
mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah
dipertimbangkan diatas serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;
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Menimbang, namun demikain fahkamah Agung berpendapal
bahwa amar pulusan Pengadilan Tingg Agama harus diperbaiki karena
kurang lepal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan zpa yang dipertimbangkan diatas,
maka permehonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi DEWI
ANWAR BAY SINTI ANWAR BAY tersebul harus dilolak dengan
perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggl Agama Palembang
sedemikian rupa, sehingga berbunyl sebagaimana disebutkan dibawah
ini;

Menimbang, bahwa perkara i mengenal sengkela dibidang
perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 lahun 12838, maka
biaya perkara dalam lingka! kasasi dibebankan kepada pemohen kasasi ;

Memperhalikan pasal-pasal darl Undang-Undang No. 14 tahun
1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1585 dan Undang-Undang No. 7
:tahun 1989 yang bersangkulan ;

MENGADILI :

Menolak permohaonan kasasi dari pemohon kasasi : DEWI ANWAR
BAY BINTI ANWAR BAY lersebul dengan peirbaikan amar putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1898 M, bertepatan
dengan tanggal 8 Muharram 1419 H No. 15/Pdi.G.1998/PTA.Plg
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapal
dilerima;

-  Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal
27 Januari 1998 M, bertepatan dengan tanggal Zé Ramadhan 1418

M. Na. 286/Pdt.G/1997/PA. Plg. sehingga berbunyi sebagai berikut :
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dan Drs.Fakhrurrozs Harli Panilera Pengganli, dengan tidak dihadiri oleh

p= >
-~ \
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